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GAMBARAN UMUM

Domain Layanan Memiliki Bobot 45,5% pada 
Instrumen Pemantauan dan Evaluasi SPBE

● Merupakan pemanfaatan terhadap layanan/aplikasi SPBE, baik yang dikembangkan 
oleh IPPD atau Aplikasi Umum/Pusat/Instansi lain.

● Pengukuran tingkat kematangan dilakukan terhadap kesesuaian kriteria Kapabilitas 
Fungsi Teknis, yaitu: Informasi, Interaksi, Transaksi, Integrasi dan Optimum 
terhadap kemampuan/fitur teknis yang dimiliki oleh layanan/aplikasi SPBE.

● Data Pendukung berupa:
○ Screenshot layanan elektronik sesuai tingkat kematangan dan penjelasan
○ Buku manual/video pengoperasian aplikasi (sesuai tingkat kematangan yang di 

klaim)
○ Bukti pemanfaatan dan pengoperasian seusuai level yang diklaim misal log 

akses dari sistem (untuk kolaborasi, daftar API, bukti review dan perubahan)



Filosofi Dasar Tingkat Kematangan Domain Layanan

“Mandatnya”-nya 
sudah benar?

Eksekusinya sudah benar? 
(terencana,terpedomani dan direviu 
berkala)

Domain
Kebijakan

Domain
Tata Kelola

Domain
Manajemen

Domain
Layanan

“Pemanfaatan” 
sistem elektroniknya sudah 
maksimal?

1 2 3 4



Trend SuperApps
● Platform aplikasi mobil dengan fitur yang banyak dengan berbagai fungsi  dengan 

pendekatan  one stop shop.
● Membentuk ekosistem sehingga sehingga tidak perlu menggunakan aplikasi 

yang beragam,  juga  menawarkan layanan dari pihak ke 3 melalui integrasi
● Akses tunggal untuk  beragam produk dan layanan.  Pengguna cukup sekali login 

dan memiliki user experience ke berbagai produk dan service Memberikan 
pengalaman pengguna yang uniform

● Memudahkan pengguna baru untuk bergabung, memperbesar ekosistem 
pengguna

● Penggunaan data bersama antara mini app dan integrasi fungsi

Core Back End

Front End SuperApps – Mobile

Komposisi
Orkestrasi

Layanan
Luar

Back end UI

Komposisi
Orkestrasi

Back end UI Layanan
Luar

Komposisi
Orkestrasi

Back end UI

Workspace

widgetwidget widget

mini-apps
mini-apps

mini-apps



Layanan Bukan hanya Aplikasi

Program Aplikasi 
 [Software]

Program Aplikasi  + 
Komputer

Sistem Informasi
Layanan Sistem Informasi

Proses Bisnis
Data/Infomasi
SDM Pengelola 

Proses Bisnis
Data​/Informasi
Manajemen+Tata Kelola + Kebijakan
SDM Pengelola
Pengguna

Layanan
terintegrasi dan kolaboratif 

secara menyeluruh,
adaptif secara berkesinambungan

Data Informasi Aplikasi

Proses Bisnis

Layanan

Infrastruktur

Keamanan

Layanan
Publik

(Perizinan, Dukcapil)

Layanan
Pemerintahan

(Perencanaan, PBJ dsb)

Publik

Birokrat

User

Beneficiary



DAFTAR INDIKATOR
32 LAYANAN PERENCANAAN

33 LAYANAN PENGANGGARAN

34 LAYANAN KEUANGAN

35 LAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA

36 LAYANAN KEPEGAWAIAN

38 LAYANAN PENGELOLAAN 
BARANG MILIK NEGARA/DAERAH

39 LAYANAN PENGAWASAN INTERNAL PEMERINTAH

40 LAYANAN AKUNTABILITAS KINERJA ORGANISASI

41 LAYANAN KINERJA PEGAWAI

42 LAYANAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK

Setiap Indikator Layanan Berbobot    2.75% / 3%

37 LAYANAN KEARSIPAN DINAMIS

43 LAYANAN DATA TERBUKA

44 LAYANAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN 
INFORMASI HUKUM (JDIH)

45 LAYANAN PUBLIK SEKTOR 1

46 LAYANAN PUBLIK SEKTOR 2

47 LAYANAN PUBLIK SEKTOR 3

Penerapan di level 5 bisa dicapai dengan 
syarat tidak hanya hal teknis, tetapi bisa 
juga dicapai dengan penerapan layanan 

RB Tematik dan Portal Nasional



ANALISIS KESENJANGAN 
DOMAIN LAYANAN

Capaian Nasional 
Pada Rerata Indeks 
Domain Layanan SPBE

03 100% pada Kementerian dan LPNK telah mencapai 
nilai Baik ke atas

Secara keseluruhan capaian Instansi Pusat masih 
lebih baik dibanding Pemerintah Daerah01
Seluruh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah 
diharapkan dapat mencapai nilai 2,6 pada Domain 
Layanan

02

Masih terdapat lebih dari 3% kelompok Lembaga 
Lainnya, Pemprov, Pemkot, dan Pemkab yang 
belum mencapai predikat Baik 

04 Legend :
 LPNK : Lembaga Pemerintah Non Kementerian
 Lembaga Lainnya, terdiri dari: Lembaga Setingkat Kementerian, Alat Negara, Lembaga Non Struktural, Lembaga Penyiaran Publik, dsb.

2,96
2022 2023

3,45

Instansi 
Pusat

Pemerintah 
Daerah

2022: 3,36
2023: 3,84

2022: 2,88
2023: 3,38



● Sering sebagai Quick Win --> Pokoknya jalan  (Sindrom Launching)
● Lebih sering dikejar “Front End” bukan kerapihan back-end dan infrastruktur atau 

kepentingan integrasi
● Masih banyak tersekat-sekat pada unit kerja, bukan menyatu sebagai layanan, integrasi 

sering dianggap menjadi satu sistem, bukan interoperabilitas sehingga menjadi resistansi 
unit kerja.

● Pada kenyataannya banyak dibuat tanpa perencanaan (tidak ada di peta rencana) ataupun 
sesuai kebutuhan organisasi (tidak sesuai dengan proses bisnis)

● Kebutuhan mendesak di lapangan atau perubahan kebijakan sering mengakibatkan tidak 
sesuai

● Keterbatasan anggaran dan pendukung SDM
● Layanan-layanan yang sifatnya “drop2an” dari pusat, sering tidak sesuai dengan arsitektur 

SPBE instansi atupun tidak ada di peta rencana

Kenyataan Layanan di K​/L/D

LayananProbisArsitektur SPBE Peta Rencana



Dari Fungsi Unit Kerja, ke Layanan Instansi

Kegiatan 
Unit Kerja B

Unit kerja A Unit kerja B

Kegiatan
Unit Kerja A

SOP SOP
Services

Unit kerja Unit kerja

Publik

Berorientasi Service
Proses bisnis terintegrasi

Berorientasi Struktur



Optimasi Proses dengan Sistem Elektronis
● Dengan SE maka 

dapat dilakukan 
duplikasi inputan data 
dan melakukan koleksi 
data dengan SE

● Hal ini memotong 
proses pemasukan 
data atau duplikasi 
data Sistem Elektronik

Reentry different classification Reentry

Tanpa Sistem Elektronik

● Dokumen harus diunduh dari satu sistem dan diunggahke sistem lain 
dalam probis tersebut

● Disebabkan pengelola sistem berebda dan tidak ada kemungkinan 
pertukaran data

● Dokumen harus diunduh dari satu sistem dan diunggahke sistem lain 
dalam probis tersebut

● Disebabkan pengelola sistem berebda dan tidak ada kemungkinan 
pertukaran data



PEMENUHAN KRITERIA UMUM
DOMAIN LAYANAN

(SEDERHANA)
Layanan 

SPBE

Layanan SPBE diberikan dalam bentuk 
informasi satu arah.

Layanan SPBE diberikan dalam bentuk 
interaksi dua arah.

Layanan SPBE diberikan melalui satu 
kesatuan transaksi operasi dengan  
menggunakan beberapa sumber daya 
SPBE.

Layanan SPBE diberikan melalui 
integrasi/ kolaborasi dengan layanan 
SPBE lain.

Layanan SPBE telah dilakukan 
perbaikan dan peningkatan kualitas 
menyesuaikan perubahan kebutuhan 
di lingkungan internal dan eksternal.

Tingkat Kematangan 
Kapabilitas Fungsi 

Teknis

Kriteria Umum 
Kapabilitas Fungsi Teknis

5 - Optimum

4 - Kolaborasi

3 - Transaksi

2 - Interaksi

1 - Informasi

Layanan telah memiliki fungsi interaksi dengan 
Pengguna seperti pencarian informasi, 
pengunggahan dokumen, dan pengunduhan 
dokumen 

Layanan telah memilik fungsi transaksi kepada 
pengguna terkait kegiatan pemerintahan seperti 
transaksi basis data, validasi data, mekanisme 
persetujuan, dan analitik data

Layanan telah dilakukan kolaborasi dengan 
layanan elektronik lain (integrasi basis 
data/middleware/ layanan lainnya)

Layanan telah rutin dipantau, dinilai dan 
dievaluasi berkala, ditindaklanjuti 

Layanan hanya memberikan informasi 1 arah 
kepada Pengguna

Ilustrasi



Pemenuhan Kriteria Kapabilitas Layanan [Kapabilitas Fungsi Teknis]

Level Kapabilitas Keterangan

1 Informatif

Penjelasan: Layanan SPBE diberikan dalam bentuk informasi satu arah.

Ciri-ciri Umum: website satu arah, halaman statis, hanya menampilkan informasi-informasi.

Keyword: halaman statis, web-portal, landingpage

2 Interaktif

Penjelasan: Layanan SPBE diberikan dalam bentuk interaksi dua arah.

Ciri-ciri Umum: tersedianya fitur interaksi 2 arah: komentar, live chat, fitur pencarian, form pengisian

Keyword: komentar, live chat, pencarian, formulir, unduh, upload, buku tamu

3 Transaksi

Penjelasan: Layanan SPBE diberikan melalui satu kesatuan transaksi operasi dengan menggunakan beberapa 
sumber daya SPBE.

Ciri-ciri umum: adanya aliran data di dalam satu aplikasi, hal ini biasanya terwakili melalui fitur approval, validasi, 
tracking, analisis basis data

Keyword: approve, setujui, reject, tolak, lacak, dashboard, tanda tangan digital.



Pemenuhan Kriteria Kapabilitas Layanan [Kapabilitas Fungsi Teknis]

Level Kapabilitas Keterangan

4 Kolaboratif

Penjelasan: Layanan SPBE diberikan melalui integrasi/kolaborasi antar layanan SPBE

Ciri umum: terdapat bentuk aliran data seperti pada tingkat 3, namun berlaku antar aplikasi. Adanya 
service/data yang diambil dari layanan SPBE yang berbeda. 

Keyword: API, service, POST, GET, JSON

5 Optimal

Penjelasan: Layanan SPBE telah dilakukan perbaikan dan peningkatan kualitas menyesuaikan perubahan 
kebutuhan di lingkungan internal dan eksternal

Ciri-ciri Umum: terdapat aplikasi yang telah diperbarui (versi terbaru), dengan syarat aplikasi sebelumnya 
telah memenuhi tingkat 4, optimalisasi kebijakan layanan, tata kelola layanan, maupun manajemen 
layanan

Keyword: update, upgrade, versioning, patch, SE, SOP, manual, helpdesk, pentest, optimasi keamanan 
aplikasi



Integrasi dan Interoperabilitas
• Integrasi Presentasi. User interface yang 

menyediakan akses pada suatu aplikasi. kinerja, 
persepsi, dan tidak adanya interkoneksi antara 
aplikasi dan data.

• Integrasi Data. Dilakukan langsung pada basis data 
atau struktur data. Jika terjadi perubahan model 
data, maka integrasinya perlu direvisi atau 
dilakukan ulang.

• Integrasi Fungsional Proses integrasi dilakukan pada 
level logika bisnis pada  beberapa aplikasi.

;

Monolitik
(Sistem tunggal)

Sistem 1

Sistem 4

Sistem 2

Sistem 3

Sistem 1 Sistem 2

Sistem 3 Sistem 4

Beberapa sistem yang sama
Teknologi dan struktur data
Bila sistem hanya pada 1 
organisasi

Beragam organisasi
Beragam teknologi
Integrasi terjadi secara fungsi
Interoperabilitas secara fleksibel

SOLUSI

Interoperability

Dinas
Kesehatan

Kementerian
Keuangan

Dukcapil

Fasilitas
Kesehatan

Kementerian
Kesehatan

Lainnya

Logistik



Integrasi Service atau Data Sharing

SERVICE BUS  

SISTEM A SISTEM B

SISTEM C SERVICE
PUBLISHER

Metadata
Repository

Service
Directory

  

SISTEM A SISTEM B

SISTEM C
SERVICE

PUBLISHER

Metadata
Repository

Service
Directory

Repo Data

Sharing data Sharing services

●Solusi pragmatis
●Menjadi problem dari pertimbangan 
PDP
●Hanya bisa untuk sistem di bawah 
kewenangan sama

Integrasi via Interoperabilitas

Unit
Kerja

Unit
Kerja

Unit
Kerja

Unit
Kerja

Unit
Kerja

Unit
Kerja

Integrasi Proses Bisnis tetapi tetap dengan kewenangan terisolasi



Koneksi antar lembaga

Gateway

Sistem Sistem

Datamart

● Otonomi

– Setiap lembaga dapat 
menggunakan sistemnya sendiri, 
database sendiri, sistem operasi 
dan aplikasi sendiri

– Setiap lembaga secara otonomi 
menentukan data yang akan 
disharing (data publik yang dimiliki 
dan lembaga tersebut sebagai 
walidatanya)

– Setiap lembaga secara otonomi 
dapat menentukan data yang 
akan disalinnya dari lembaga lain

● Interoperable

– Walaupun sistem berbeda tetapi 
tetap dapat melakukan pertukaran 
data dengan mekanisme layanan 
(service)

– Pertukaran menggunakan 
mekanisme  yang disepakati tidak 
harus menggunakan produk yang 
sama

C

CSistem 1 Sistem 2



Peraturan - Perundangan



Pengendali Data Pribadi

Sistem pemberian
informasi

kepada Subyek

Berdasarkan
Tujuan



Pihak yang terlibat

Pemrosesan
Data

Bersama

Subjek
Data

Pribadi

Pengendali
Data

Pribadi

Pemroses
Data

Pribadi



Contoh Data Dukung Domain Layanan SPBE

Layanan Berbasis Elektronik hanya 
memberikan layanan informasi 
terkait kegiatan pemerintah.

Kriteria: Informatif (satu arah)

Level 1



Contoh Data Dukung Aspek Layanan SPBE

Layanan Berbasis Elektronik memberikan layanan interaksi 
terkait urusan pemerintahan

Fitur: pencarian informasi, pengunggahan dokumen, dan 
pengunduhan dokumen. 

Kriteria: Interaktif (dua arah)

Level 2



Layanan Berbasis Elektronik memberikan 
layanan transaksi kepada pengguna 

Level 3

Fitur: transaksi basis data, validasi data, 
mekanisme persetujuan, dan analitik 
data. 

Kriteria: Transaksi



Level 4

Kriteria: Kolaboratif

Layanan Berbasis Elektronik memberikan 
layanan kolaborasi dengan layanan 
elektronik lain,  layanan sejenis IPPD lain, 
dan/atau layanan berbeda SPBE IPPD lain. 

API

LOG INTEGRASI



Kolaborasi / Integrasi
(Integrasi Layanan, Middleware, Basis Data)

API = Application Protocol Interface

API Manager, Service Function, 
Connect Database

SPLP = Sistem Penghubung Layanan Pemerintah

Perhatikan:
- Pastikan bukan hyperlink (disatukan dalam 1 

halaman akses ke berbagai layanan 
elektronik) 

- Pastikan bukan aplikasi monolitik yang 
dibagi akses user dengan menu berbeda

- Pemanfaatan integrasinya M2M (Machine to 
Machine), tidak berupa eksport dan import

Bridging Database



Tanda Tangan 
Elektronik

Level 5

Kriteria: Optimal

Layanan Berbasis Elektronik telah 
dilakukan perbaikan berdasarkan hasil 
reviu dan evaluasi terhadap perubahan 
lingkungan, peraturan perundang-
undangan, teknologi atau kebutuhan 
Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.

KOP SURAT

ISIAN HASIL REVIU

Judul Kegiatan Reviu

Tempat dan Tanggal

TTD 
Pejabat

Tampilan Fitur Setelah 
Update

Tampilan Fitur Setelah 
Update

Dokumen Resmi Reviu 
dan Evaluasi Aplikasi

Hasil evaluasi/reviu yang berisi 
konten isu/permasalahan dan 
rekomendasi perbaikan yang 
aktual



Daftar Aplikasi Umum yang Telah Ditetapkan

Aplikasi Umum Bidang 
Pengadaan Barang dan 

Jasa Pemerintah

SPSE
KepmenPANRB  No.1148/2021

Aplikasi Umum Bidang 
Kearsipan Dinamis

SRIKANDI
KepmenPANRB No.679/2020

Aplikasi Umum Bidang 
Pengaduan Pelayanan Publik

LAPOR-SP4N
KepmenPANRB No.680/2020

Sesuai dengan Pasal 36 ayat 1, Perpres 95,2018

Aplikasi Umum Bidang 
Perencanaan Pembangunan 

Nasional

KRISNA
KepmenPANRB No.382/2023

Aplikasi Umum Bidang 
Pemerintah Daerah

SIPD
KepmenPANRB No.823/2023



Pendekatan Aplikasi Umum yang Ditetapkan

Proses Bisnis

Aplikasi

Layanan

K/L
Penentu

Proses Bisnis

Kualitas Aplikasi 
berbagi pakai
Ditingkatkan maka 
semua K/L/D
Akan meningkat 
dalam pemberian
Layanan tsb

Proses Bisnis
Versi A

Aplikasi
A

Layanan
A

Proses Bisnis
Versi B

Aplikasi
B

Layanan
B

Dengan Aplikasi Umum yang ditetapkan TANPA Aplikasi Umum yang ditetapkan

Aplikasi

Layanan



*Data Dukung Aplikasi Umum

Jenis Layanan Nama Aplikasi Jenis Aplikasi Data Dukung

Layanan Pengaduan 

Pelayanan Publik
SP4N – LAPOR

Aplikasi Umum
Bukti Pemanfaatan Aplikasi 

oleh IPPD

Layanan Kearsipan Dinamis SRIKANDI

Layanan Pengadaan Barang 

dan Jasa
SPSE

Layanan Perencanaan KRISNA

Layanan Perencanaan, 

Penganggaran, dan Keuangan 
SIPD

*Data di bawah ini merupakan data umum berdasarkan identifikasi. Masih terdapat kemungkinan adanya aplikasi lain yang 
sifatnya berbagi pakai namun belum masuk dalam daftar.



*Data Dukung Aplikasi Berbagi Pakai

Jenis Layanan Nama Aplikasi Jenis Aplikasi Data Dukung

Layanan Keuangan SAKTI

Aplikasi Berbagi Pakai yang Dimiliki 

Pemerintah Pusat

Bukti Pemanfaatan Aplikasi oleh 

IPPD

Layanan Kepegawaian

SIASN

SIMPEGNAS

MySAPK → MySIASN

Layanan Pengelolaan BMN/BMD

SIMAK BMN/SIMDA BMD

SIAP BMD

SIMAN 

Layanan Pengawasan Internal 

Pemerintah

e-Audit

Gol Online KPK

E-Pengawasan

Layanan Akuntabilitas Kinerja 

Organisasi

e-Sakip Reviu

e-MONEV

Layanan Kinerja Pegawai SIMPEGNAS

Layanan Data Terbuka Satu Data Indonesia

*Data di bawah ini merupakan data umum berdasarkan identifikasi. Masih terdapat kemungkinan adanya aplikasi lain yang 
sifatnya berbagi pakai namun belum masuk dalam daftar.



*Data Dukung Aplikasi Umum dan Berbagi Pakai

Jenis Layanan Nama Aplikasi Jenis Aplikasi Data Dukung

Layanan Publik Sektoral
OSS

SiCantik

Aplikasi Berbagi Pakai yang 

Dimiliki Pemerintah Pusat

Bukti Pemanfaatan Aplikasi 

oleh IPPD

*Data di bawah ini merupakan data umum berdasarkan identifikasi. Masih terdapat kemungkinan adanya aplikasi lain yang 
sifatnya berbagi pakai namun belum masuk dalam daftar.

Yang Harus Diperhatikan Terkait Pemanfaatan Aplikasi IPPD:
 Tangkapan layar yang membuktikan bahwa aplikasi umum dan berbagi 

pakai tersebut “benar-benar digunakan”
 Ditunjukan dengan trafik data, user pengguna atau time stamp pada menu 

atau fitur yang ada pada layanan
 Perlu dipastikan tidak hanya sekedar pemanfaatan secara “ceremonial”.



Contoh Data Dukung Domain Layanan
(Untuk Aplikasi Umum dan Berbagi Pakai)

Penyajian bukti 
dukung yang 
menunjukkan bahwa 
IPPD telah 
menggunakan 
Aplikasi Umum yang 
telah ditetapkan.

Contoh bukti 
dukung 
pemanfaatan 
aplikasi SIPD 
sebagai Layanan 
Perencanaan



INDIKATOR 32
Layanan Perencanaan

32



LAYANAN PERENCANAAN

“Perencanaan adalah serangkaian proses untuk menghasilkan pengelolaan perencanaan yang efektif, efisien, 
dan akuntabel. Layanan Perencanaan Berbasis Elektronik merupakan keluaran yang dihasilkan 1 (satu) atau 

lebih aplikasi yang memberikan nilai manfaat dalam pengelolaan perencanaan IPPD”

● Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik
● Memberikan nilai manfaat dalam pengelolaan perencanaan IPPD
● Meningkatkan optimalisasi, transparansi, dan akuntabilitas melalui keterpaduan proses bisnis perencanaan, 

penganggaran, keuangan, pengadaan barang dan jasa pemerintah, akuntabilitas kinerja, dan pemantauan dan 
evaluasi

TUJUAN/MANFAAT



Indikator 32: Layanan Perencanaan

Ruang 
Lingkup

- Layanan perencanaan berbasis elektronik telah diterapkan secara menyeluruh pada unit 
kerja/perangkat daerah dan didokumentasikan berdasarkan kapabilitas fungsi teknis serta 
optimalisasi penguatan kebijakan layanan, perbaikan tata kelola layanan, dan penerapan 
manajemen dari layanan

- Dokumentasi pemanfaatan sistem aplikasi
- Penjelasan mengenai pemanfaatan sistem aplikasi (direkam dalam bentuk video 

penjelasan atau tangkapan layar yang dinarasikan sesuai dengan tingkat kematangan 
yang diklaim)

- Manual Book (jika ada, untuk panduan penggunaan aplikasi)
- Evaluasi/reviu berisi konten isu/permasalahan dan rekomendasi perbaikan yang aktual
- Bukti optimalisasi

- Instansi Pusat dalam melaksanakan Layanan Perencanaan, wajib menggunakan KRISNA 
yang telah ditetapkan sebagai Aplikasi Umum

- Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Layanan Perencanaan, wajib menggunakan SIPD 
yang telah ditetapkan sebagai Aplikasi Umum



REFERENSI LAYANAN PERENCANAAN

● Perpres No. 95/2018 - SPBE
● PermenPANRB No.59 Tahun 2020 - Pemantauan dan Evaluasi SPBE
● Pedoman Menteri PANRB Nomor 6 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi SPBE 
● KepmenPANRB Nomor 382 Tahun 2023 tentang Aplikasi Umum Bidang Perencanaan Pembangunan 

Nasional
● KepmenPANRB Nomor 823 Tahun 2023 tentang Aplikasi Umum Bidang Pemerintah Daerah



INDIKATOR 32 
Layanan Perencanaan

(1/2)

Level 1
IPPD sudah memiliki Layanan 
Perencanaan  Berbasis 
Elektronik yang menyediakan 
layanan diseminasi informasi 
yang bersifat satu arah kepada 
pengguna layanan seperti 
informasi laporan jumlah 
perencanaan kegiatan yang 
tersedia

Kriteria Bukti Dukung: 
● Dokumentasi yang 

menggambarkan adanya 
informasi perencanaan 
kegiatan pada IPPD yang 
ditayangkan oleh sistem 
aplikasi

Level 2
IPPD sudah memiliki 
Layanan Perencanaan 
Berbasis Elektronik yang 
menyediakan layanan 
interaksi seperti mencari 
informasi atau mengunduh 
e-dokumen terkait 
perencanaan kegiatan

Kriteria Bukti Dukung: 
● Terdapat dokumentasi 

yang menggambarkan 
adanya fungsi yang 
disajikan oleh sistem 
aplikasi untuk 
berinteraksi dengan 
pengguna, seperti 
adanya fitur pencarian, 
upload, dan/atau 
download 

Level 3

IPPD sudah memiliki Layanan Perencanaan 
Berbasis Elektronik yang menyediakan layanan 
transaksi dimana pengguna dapat mengunduh 
dan mengunggah informasi perencanaan 
kegiatan dan sistem dapat merespon kepada 
pengguna, seperti mekanisme persetujuan atau 
validasi perencanaan kegiatan tersebut

Kriteria Bukti Dukung: 
Dokumentasi adanya fungsi untuk bertransaksi, 
selain adanya upload dan/atau download, sistem 
aplikasi juga memiliki fungsi transaksi data, 
validasi data, kemajuan status approval data, 
dan/atau analitik data baik antar pengguna 
maupun automasi

Level 4-5



Level 4
IPPD sudah memiliki layanan Perencanaan Berbasis Elektronik 
yang dapat berkolaborasi dengan layanan SPBE lainnya, seperti 
perencanaan, penganggaran, keuangan dan/atau dengan 
Layanan Perencanaan  IPPD lainnya

Kriteria Bukti Dukung: 
● Adanya fungsi oleh sistem aplikasi yang merupakan hasil 

integrasi layanan/middleware/ basis data seperti ditunjukan 
pada Arsitektur aplikasinya, pengelolaan repositori API, dan 
dokumentasi integrasi layanan SPBE lainnya

Level 5
IPPD sudah dapat memiliki Layanan Perencanaan Berbasis Elektronik yang 
dapat ditingkatkan/ dikembangkan menyesuaikan terhadap perubahan 
lingkungan, teknologi dan kebutuhan Instansi. Optimalisasi dapat dilakukan 
melalui penyempurnaan kapabilitas fungsi layanan, penguatan kebijakan 
layanan, perbaikan tata kelola layanan, penerapan manajemen dari layanan 
(help desk), dan/atau telah memiliki layanan perencanaan yang 
terkonsolidasi dalam satu portal pelayanan admnisitrasi pemerintahan 
IPPD.

Kriteria Bukti Dukung: 
● Dokumentasi menggambarkan adanya fungsi yang disajikan telah 

ditingkatkan/dikembangkan layanannya sesuai hasil reviu  (before-after) 
● Dokumentasi tindak lanjut/pengembangan juga dapat berupa 

optimalisasi kebijakan layanan, tata kelola layanan, maupun 
manajemen layanan (help desk)

● Terdapat notulensi hasil reviu yang berisi konten isu dan rekomendasi 
tindak lanjut pengembangan layanan SPBE yang masih berlaku (<2 
tahun)

● Dokumentasi layanan perencanaan yang telah terkonsolidasi dalam 
portal pelayanan administrasi pemerintahan IPPD.

INDIKATOR 32 
Layanan Perencanaan

(2/2)



INDIKATOR 33
Layanan Penganggaran

33



LAYANAN PENGANGGARAN

“Penganggaran adalah serangkaian proses untuk menghasilkan pengelolaan penganggaran yang efektif, efisien, 
dan akuntabel. Layanan Penganggaran Berbasis Elektronik adalah keluaran yang dihasilkan oleh 1 atau lebih 

aplikasi yang memberikan nilai manfaat dalam Pengelolaan Penganggaran Instansi Pusat dan/atau Pemerintah 
daerah”

● Memberikan nilai manfaat dalam Pengelolaan Penganggaran Instansi Pusat dan/atau Pemerintah daerah.
● Meningkatkan optimalisasi, transparansi, dan akuntabilitas melalui keterpaduan proses bisnis perencanaan, 

penganggaran, keuangan, pengadaan barang dan jasa pemerintah, akuntabilitas kinerja, dan pemantauan dan 
evaluasi

TUJUAN/MANFAAT



Indikator 33: Layanan Penganggaran

Ruang 
Lingkup

- Layanan penganggaran berbasis elektronik telah diterapkan secara menyeluruh pada unit 
kerja / perangkat daerah dan didokumentasikan berdasarkan kapabilitas fungsi teknis serta 
optimalisasi penguatan kebijakan layanan, perbaikan tata kelola layanan, dan penerapan 
manajemen dari layanan

- Dokumentasi pemanfaatan sistem aplikasi
- Penjelasan mengenai pemanfaatan sistem aplikasi (direkam dalam bentuk video 

penjelasan atau tangkapan layar yang dinarasikan sesuai dengan tingkat kematangan 
yang diklaim)

- Manual Book (jika ada, untuk panduan penggunaan aplikasi)
- Evaluasi/reviu berisi konten isu/permasalahan dan rekomendasi perbaikan yang aktual
- Bukti optimalisasi

- Instansi Pusat dalam melaksanakan Layanan Penganggaran, wajib menggunakan KRISNA 
yang telah ditetapkan sebagai Aplikasi Umum

- Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Layanan Penganggaran, wajib menggunakan SIPD 
yang telah ditetapkan sebagai Aplikasi Umum



REFERENSI LAYANAN PENGANGGARAN

● Perpres No. 95/2018 - SPBE
● PermenPANRB No.59 Tahun 2020 - Pemantauan dan Evaluasi SPBE
● Pedoman Menteri PANRB Nomor 6 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi SPBE 
● KepmenPANRB Nomor 382 Tahun 2023 tentang Aplikasi Umum Bidang Perencanaan Pembangunan 

Nasional
● KepmenPANRB Nomor 823 Tahun 2023 tentang Aplikasi Umum Bidang Pemerintah Daerah



INDIKATOR 33 
Layanan Penganggaran

(1/2)

Level 1
IPPD sudah memiliki Layanan 
penganggaran  Berbasis 
Elektronik yang menyediakan 
layanan diseminasi informasi 
yang bersifat satu arah kepada 
pengguna layanan seperti 
informasi jumlah laporan 
penganggaran yang tersedia

Kriteria Bukti Dukung: 
● Dokumentasi yang 

menggambarkan adanya 
informasi penganggaran 
kegiatan pada IPPD yang 
ditayangkan oleh sistem 
aplikasi

Level 2
IPPD sudah memiliki 
Layanan penganggaran 
Berbasis Elektronik yang 
menyediakan layanan 
interaksi seperti mencari 
informasi dan mengunduh 
e-dokumen terkait 
penganggaran kegiatan

Kriteria Bukti Dukung: 
● Terdapat dokumentasi 

yang menggambarkan 
adanya fungsi yang 
disajikan oleh sistem 
aplikasi untuk 
berinteraksi dengan 
pengguna, seperti ada 
fitur pencarian, upload 
dan/atau download 
dokumen penganggaran

Level 3

IPPD sudah memiliki Layanan Penganggaran 
Berbasis Elektronik yang menyediakan layanan 
transaksi dimana pengguna dapat mengunduh 
dan mengunggah informasi penganggaran 
kegiatan dan sistem dapat merespon kepada 
pengguna, seperti mekanisme persetujuan atau 
validasi persetujuan anggaran kegiatan.

Kriteria Bukti Dukung: 
Dokumentasi adanya fungsi untuk bertransaksi, 
selain adanya upload dan/atau download, sistem 
aplikasi juga memiliki fungsi transaksi data, 
validasi data, kemajuan status approval data, 
dan/atau analitik data baik antar pengguna 
maupun automasi

Level 4-5



Level 4
IPPD sudah memiliki layanan penganggaran Berbasis Elektronik 
yang dapat berkolaborasi dengan layanan SPBE lainya, seperti 
perencanaan, keuangan dan/atau dengan Layanan penganggaran 
 IPPD lainnya

Kriteria Bukti Dukung: 
● Adanya fungsi oleh sistem aplikasi yang merupakan hasil 

integrasi layanan/middleware/ basis data seperti ditunjukan 
pada Arsitektur aplikasinya, pengelolaan repositori API, dan 
dokumentasi integrasi layanan SPBE lainnya

Level 5
IPPD sudah dapat memiliki Layanan Perencanaan Berbasis Elektronik yang 
dapat ditingkatkan/ dikembangkan menyesuaikan terhadap perubahan 
lingkungan, teknologi dan kebutuhan Instansi. Optimalisasi dapat dilakukan 
melalui penyempurnaan kapabilitas fungsi layanan, penguatan kebijakan 
layanan, perbaikan tata kelola layanan, penerapan manajemen dari layanan 
(help desk), dan/atau telah memiliki layanan penganggaran yang 
terkonsolidasi dalam satu portal pelayanan admnisitrasi pemerintahan 
IPPD.

Kriteria Bukti Dukung: 
● Dokumentasi menggambarkan adanya fungsi yang disajikan telah 

ditingkatkan/dikembangkan layanannya sesuai hasil reviu  (before-after) 
● Dokumentasi tindak lanjut/pengembangan juga dapat berupa 

optimalisasi kebijakan layanan, tata kelola layanan, maupun 
manajemen layanan (help desk)

● Terdapat notulensi hasil reviu yang berisi konten isu dan rekomendasi 
tindak lanjut pengembangan layanan SPBE yang masih berlaku (<2 
tahun)

● Dokumentasi layanan penganggaran yang telah terkonsolidasi dalam 
portal pelayanan administrasi pemerintahan IPPD.

INDIKATOR 33 
Layanan Penganggaran

(2/2)



INDIKATOR 34
Layanan Keuangan

34



LAYANAN KEUANGAN

“Keuangan adalah serangkaian proses untuk menghasilkan pengelolaan keuangan  yang efektif, efisien, dan 
akuntabel. Layanan Keuangan Berbasis Elektronik adalah keluaran yang dihasilkan oleh 1 atau lebih aplikasi 

yang memberikan nilai manfaat dalam Pengelolaan Keuangan IPPD”

● Memberikan nilai manfaat dalam Pengelolaan Keuangan IPPD

TUJUAN/MANFAAT



Indikator 34: Layanan Keuangan

Ruang 
Lingkup

- Layanan keuangan berbasis elektronik telah diterapkan secara menyeluruh pada unit 
kerja / perangkat daerah dan didokumentasikan berdasarkan kapabilitas fungsi 
teknis serta optimalisasi penguatan kebijakan layanan, perbaikan tata kelola 
layanan, dan penerapan manajemen dari layanan

- Dokumentasi pemanfaatan sistem aplikasi
- Penjelasan mengenai pemanfaatan sistem aplikasi (direkam dalam bentuk video 

penjelasan atau tangkapan layar yang dinarasikan sesuai dengan tingkat 
kematangan yang diklaim)

- Manual Book (jika ada, untuk panduan penggunaan aplikasi)
- Evaluasi/reviu berisi konten isu/permasalahan dan rekomendasi perbaikan 

yang aktual
- Bukti optimalisasi

- Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Layanan Keuangan, wajib menggunakan 
SIPD yang telah ditetapkan sebagai Aplikasi Umum



REFERENSI LAYANAN KEUANGAN

● Perpres No. 95/2018 - SPBE
● PermenPANRB No.59 Tahun 2020 - Pemantauan dan Evaluasi SPBE
● Pedoman Menteri PANRB Nomor 6 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi SPBE 
● KepmenPANRB Nomor 823 Tahun 2023 tentang Aplikasi Umum Bidang Pemerintah Daerah



INDIKATOR 34 
Layanan Keuangan

(1/2)

Level 1
IPPD sudah memiliki Layanan 
Keuangan Berbasis Elektronik 
yang menyediakan layanan 
diseminasi informasi yang 
bersifat satu arah kepada 
pengguna layanan seperti 
informasi laporan pengelolaan 
keuangan per triwulan

Kriteria Bukti Dukung: 
● Dokumentasi yang 

menggambarkan adanya 
informasi Keuangan  pada 
IPPD yang ditayangkan oleh 
sistem aplikasi

Level 2
IPPD sudah memiliki 
Layanan Keuangan Berbasis 
Elektronik yang 
menyediakan layanan 
interaksi seperti mencari 
informasi dan mengunduh 
e-dokumen terkait laporan 
pengelolaan keuangan

Kriteria Bukti Dukung: 
● Terdapat dokumentasi 

yang menggambarkan 
adanya fungsi yang 
disajikan oleh sistem 
aplikasi untuk 
berinteraksi dengan 
pengguna, seperti ada 
fitur pencarian, upload 
dan/atau download  
dokumen keuangan

Level 3

IPPD sudah memiliki Layanan Keuangan Berbasis 
Elektronik yang menyediakan layanan transaksi 
dimana pengguna dapat mengunduh dan 
mengunggah informasi keguangan kegiatan dan 
sistem dapat merespon kepada pengguna, 
seperti mekanisme persetujuan atau validasi 
pencairan dana kegiatan.

Kriteria Bukti Dukung: 
Dokumentasi adanya fungsi untuk bertransaksi, 
selain adanya upload dan/atau download, sistem 
aplikasi juga memiliki fungsi transaksi data, 
validasi data, kemajuan status approval data, 
dan/atau analitik data baik antar pengguna 
maupun automasi

Level 4-5



Level 4
IPPD sudah memiliki layanan Keuangan Berbasis Elektronik yang 
dapat berkolaborasi dengan layanan SPBE lainya, seperti 
perencanaan, penganggaran dan/atau dengan layanan keuangan 
IPPD lainnya

Kriteria Bukti Dukung: 
● Adanya fungsi oleh sistem aplikasi yang merupakan hasil 

integrasi layanan/middleware/ basis data seperti ditunjukan 
pada Arsitektur aplikasinya, pengelolaan repositori API, dan 
dokumentasi integrasi layanan SPBE lainnya

Level 5
IPPD sudah dapat memiliki Layanan Keuangan Berbasis Elektronik yang 
dapat ditingkatkan/ dikembangkan menyesuaikan terhadap perubahan 
lingkungan, teknologi dan kebutuhan Instansi. Optimalisasi dapat 
dilakukan melalui penyempurnaan kapabilitas fungsi layanan, penguatan 
kebijakan layanan, perbaikan tata kelola layanan, penerapan 
manajemen dari layanan (help desk), dan/atau telah memiliki layanan 
keuangan yang terkonsolidasi dalam satu portal pelayanan admnisitrasi 
pemerintahan IPPD.

Kriteria Bukti Dukung: 
● Dokumentasi menggambarkan adanya fungsi yang disajikan telah 

ditingkatkan/dikembangkan layanannya sesuai hasil reviu  (before-
after) 

● Dokumentasi tindak lanjut/pengembangan juga dapat berupa 
optimalisasi kebijakan layanan, tata kelola layanan, maupun 
manajemen layanan (help desk)

● Terdapat notulensi hasil reviu yang berisi konten isu dan 
rekomendasi tindak lanjut pengembangan layanan SPBE yang masih 
berlaku (<2 tahun)

● Dokumentasi layanan perencanaan yang telah terkonsolidasi dalam 
portal pelayanan administrasi pemerintahan IPPD.

INDIKATOR 34 
Layanan Keuangan

(2/2)



INDIKATOR 35
Layanan Pengadaan Barang dan Jasa 

35



LAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA 

“Pengadaan Barang/Jasa adalah serangkaian proses untuk menghasilkan pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa  
yang efektif, efisien, dan akuntabel. Layanan Pengadaan Barang/Jasa Berbasis Elektronik adalah keluaran yang 
dihasilkan oleh 1 atau lebih aplikasi yang memberikan nilai manfaat dalam Pengelolaan Pengadaan Barang dan 

Jasa IPPD.”

● Memberikan nilai manfaat dalam Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa IPPD
● Meningkatkan optimalisasi, transparansi, dan akuntabilitas melalui keterpaduan proses bisnis perencanaan, 

penganggaran, pengadaan barang dan jasa pemerintah, akuntabilitas kinerja, dan pemantauan dan evaluasi

TUJUAN/MANFAAT



Indikator 35: Layanan Pengadaan Barang dan Jasa 

Ruang 
Lingkup

- Layanan Pengadaan Barang dan Jasa berbasis elektronik telah diterapkan secara 
menyeluruh pada unit kerja / perangkat daerah dan didokumentasikan berdasarkan 
kapabilitas fungsi teknis serta optimalisasi penguatan kebijakan layanan, 
perbaikan tata kelola layanan, dan penerapan manajemen dari layanan

- Dokumentasi pemanfaatan sistem aplikasi
- Penjelasan mengenai pemanfaatan sistem aplikasi (direkam dalam bentuk vidio 

penjelasan, atau tangkapan layar yang dinarasikan sesuai dengan tingkat 
kematangan yang diklaim)

- Manual Book (jika ada, untuk panduan penggunaan aplikasi)
- Evaluasi/reviu berisi konten isu/permasalahan dan rekomendasi perbaikan 

yang aktual
- Bukti optimalisasi



REFERENSI LAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA 

● Perpres No. 95/2018 - SPBE
● PermenPANRB No.59 Tahun 2020 - Pemantauan dan Evaluasi SPBE
● KepmenPANRB No. 1148/2021 - Aplikasi Umum Bidang Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah
● Pedoman Menteri PANRB Nomor 6 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi 

SPBE 



Contoh Layanan Pengadaan Barang dan Jasa
● SPSE
● SIRUP
● eKatalog  di LKPP→
● MarketPlace  di LKPP→
● Ada sistem khusus di instansi (misal Kemdikbud) misal 

untuk Swakelola, Daftar Penyedia

Sistem
Pengadaan

Sistem
SPSE

Sistem
Swakelola

Sistem
Daftar
Persh

Sistem
Keuangan

Sistem
Perhitungan

AnggaranSistem
eCatalog

Sistem
Rencana

Pengadaan

Sistem
Persuratan



INDIKATOR 35 
Layanan Pengadaan Barang dan Jasa 

(1/2)

Level 1
IPPD sudah memiliki Layanan 
Pengadaan Barang/Jasa Berbasis 
Elektronik yang menyediakan 
layanan diseminasi informasi 
yang bersifat satu arah kepada 
pengguna layanan seperti 
informasi laporan atau progres 
pengadaan barang/jasa

Kriteria Bukti Dukung: 
● Dokumentasi yang 

menggambarkan adanya 
informasi Pengadaan 
Barang/Jasa pada IPPD yang 
ditayangkan oleh sistem 
aplikasi

Level 2
IPPD sudah memiliki Layanan 
Pengadaan Barang/Jasa 
Berbasis Elektronik yang 
menyediakan layanan interaksi 
seperti mencari informasi dan, 
mengunggah dan mengunduh 
e-dokumen terkait laporan 
pengelolaan pengadaan 
barang/jasa

Kriteria Bukti Dukung: 
● Terdapat dokumentasi yang 

menggambarkan adanya 
fungsi yang disajikan oleh 
sistem aplikasi untuk 
berinteraksi dengan 
pengguna, seperti ada fitur 
pencarian, upload 
dan/atau download  
dokumen pengadaan 
barang dan jasa

Level 3

IPPD sudah memiliki Layanan Pengadaan 
Barang/Jasa Berbasis Elektronik yang 
menyediakan layanan transaksi dimana 
pengguna dapat mengunduh atau mengunggah 
informasi pengelolaan pengadaan barang/jasa 
dan sistem dapat merespon kepada pengguna, 
seperti mekanisme persetujuan atau validasi 
dalam penetapan pemenang pengadaan 
barang/jasa.
Kriteria Bukti Dukung: 
Dokumentasi adanya fungsi untuk bertransaksi, 
selain adanya upload dan/atau download, sistem 
aplikasi juga memiliki fungsi transaksi data, 
validasi data, kemajuan status approval data, 
dan/atau analitik data baik antar pengguna 
maupun automasi

Level 4-5



Level 4
IPPD sudah memiliki layanan Pengadaan Barang/Jasa Berbasis 
Elektronik yang dapat berkolaborasi dengan layanan SPBE lainya, 
seperti perencanaan,penganggaran dan/atau dengan layanan 
pengadaan barang/jasa IPPD lainnya

Kriteria Bukti Dukung: 
● Adanya fungsi oleh sistem aplikasi yang merupakan hasil 

integrasi layanan/middleware/ basis data seperti ditunjukan 
pada Arsitektur aplikasinya, pengelolaan repositori API, dan 
dokumentasi integrasi layanan SPBE lainnya

Level 5
IPPD sudah dapat memiliki Layanan Pengadaan Barang/Jasa Berbasis 
Elektronik yang dapat ditingkatkan/ dikembangkan menyesuaikan 
terhadap perubahan lingkungan, teknologi dan kebutuhan Instansi. 
Optimalisasi dapat dilakukan melalui penyempurnaan kapabilitas 
fungsi layanan, penguatan kebijakan layanan, perbaikan tata kelola 
layanan, penerapan manajemen dari layanan (help desk), dan/atau 
telah memiliki layanan pengadaan barang/jasa yang terkonsolidasi 
dalam satu portal pelayanan admnisitrasi pemerintahan IPPD.

Kriteria Bukti Dukung: 
● Dokumentasi menggambarkan adanya fungsi yang disajikan telah 

ditingkatkan/dikembangkan layanannya sesuai hasil reviu  
(before-after) 

● Dokumentasi tindak lanjut/pengembangan juga dapat berupa 
optimalisasi kebijakan layanan, tata kelola layanan, maupun 
manajemen layanan (help desk)

● Terdapat notulensi hasil reviu yang berisi konten isu dan 
rekomendasi tindak lanjut pengembangan layanan SPBE yang 
masih berlaku (<2 tahun)

● Dokumentasi layanan pengadaan barang/jasa yang telah 
terkonsolidasi dalam portal pelayanan administrasi 
pemerintahan IPPD.

INDIKATOR 35 
Layanan Pengadaan Barang dan Jasa 

(2/2)



INDIKATOR 36
Layanan Kepegawaian

36



LAYANAN KEPEGAWAIAN

“Kepegawaian adalah serangkaian proses untuk menghasilkan pengelolaan kepegawaian yang efektif, efisien, 
dan akuntabel. Layanan Kepegawaian Berbasis Elektronik adalah keluaran yang dihasilkan oleh 1 atau lebih 

aplikasi yang memberikan nilai manfaat dalam Pengelolaan Kepegawaian IPPD.”

● Memberikan nilai manfaat dalam Pengelolaan Manajemen Kepegawaian IPPD 
● Meningkatkan optimalisasi, transparansi, dan akuntabilitas melalui keterpaduan antar layanan SPBE 
● Meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam manajemen ASN

TUJUAN/MANFAAT



Indikator 36: Layanan Kepegawaian

Ruang 
Lingkup

- Layanan Kepegawaian berbasis elektronik telah diterapkan secara menyeluruh 
pada unit kerja / perangkat daerah dan didokumentasikan berdasarkan kapabilitas 
fungsi teknis serta optimalisasi penguatan kebijakan layanan, perbaikan tata 
kelola layanan, dan penerapan manajemen dari layanan

- Dokumentasi pemanfaatan sistem aplikasi
- Penjelasan mengenai pemanfaatan sistem aplikasi (direkam dalam bentuk 

vidio penjelasan atau tangkapan layar yang dinarasikan sesuai dengan tingkat 
kematangan yang diklaim)

- Manual Book (jika ada, untuk panduan penggunaan aplikasi)
- Evaluasi/reviu berisi konten isu/permasalahan dan rekomendasi perbaikan 

yang aktual
- Bukti optimalisasi



REFERENSI LAYANAN KEPEGAWAIAN

● Perpres No. 95/2018 - SPBE
● PermenPANRB No.59 Tahun 2020 - Pemantauan dan Evaluasi SPBE
● Pedoman Menteri PANRB Nomor 6 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi 

SPBE 



INDIKATOR 36 
Layanan Kepegawaian

(1/2)

Level 1
IPPD sudah memiliki Layanan 
Kepegawaian Berbasis 
Elektronik yang menyediakan 
layanan diseminasi informasi 
yang bersifat satu arah kepada 
pengguna layanan seperti 
informasi laporan atau progres 
pengajuan pangkat dll

Kriteria Bukti Dukung: 
● Dokumentasi yang 

menggambarkan adanya 
informasi Kepegawaian pada 
IPPD yang ditayangkan oleh 
sistem aplikasi

Level 2
IPPD sudah memiliki Layanan 
Kepegawaian Berbasis 
Elektronik yang menyediakan 
layanan interaksi seperti 
mencari informasi dan, 
mengunggah dan mengunduh 
e-dokumen terkait 
Pengelolaan Kepegawaian 
seperti Daftar Riwayat Hidup 
(DRH) Pegawai 

Kriteria Bukti Dukung: 
● Terdapat dokumentasi yang 

menggambarkan adanya 
fungsi yang disajikan oleh 
sistem aplikasi untuk 
berinteraksi dengan 
pengguna, seperti ada fitur 
pencarian, upload 
dan/atau download  
dokumen administrasi 
kepegawaian

Level 3

IPPD sudah memiliki Layanan Kepegawaian 
Berbasis Elektronik yang menyediakan layanan 
transaksi dimana pengguna dapat mengunduh 
dan mengunggah informasi kepegawaian dan 
sistem dapat merespon kepada pengguna, 
seperti mekanisme persetujuan atau validasi 
dalam permohonan cuti tahunan, tugas belajar, 
dsb.

Kriteria Bukti Dukung: 
Dokumentasi adanya fungsi untuk bertransaksi, 
selain adanya upload dan/atau download, sistem 
aplikasi juga memiliki fungsi transaksi data, 
validasi data, kemajuan status approval data, 
dan/atau analitik data baik antar pengguna 
maupun automasi

Level 4-5



Level 4
IPPD sudah memiliki layanan Kepegawaian Berbasis Elektronik 
yang dapat berkolaborasi dengan layanan SPBE lainya, seperti 
perencanaan, kearsipan dan/atau dengan layanan kepegawaian 
IPPD lainnya

Kriteria Bukti Dukung: 
● Adanya fungsi oleh sistem aplikasi yang merupakan hasil 

integrasi layanan/middleware/ basis data seperti ditunjukan 
pada Arsitektur aplikasinya, pengelolaan repositori API, dan 
dokumentasi integrasi layanan SPBE lainnya

Level 5
IPPD sudah dapat memiliki Layanan Kepegawaian Berbasis Elektronik 
yang dapat ditingkatkan/ dikembangkan menyesuaikan terhadap 
perubahan lingkungan, teknologi dan kebutuhan Instansi. 
Optimalisasi dapat dilakukan melalui penyempurnaan kapabilitas 
fungsi layanan, penguatan kebijakan layanan, perbaikan tata kelola 
layanan, penerapan manajemen dari layanan (help desk), dan/atau 
telah memiliki layanan kepegawaian yang terkonsolidasi dalam satu 
portal pelayanan admnisitrasi pemerintahan IPPD.

Kriteria Bukti Dukung: 
● Dokumentasi menggambarkan adanya fungsi yang disajikan telah 

ditingkatkan/dikembangkan layanannya sesuai hasil reviu  
(before-after) 

● Dokumentasi tindak lanjut/pengembangan juga dapat berupa 
optimalisasi kebijakan layanan, tata kelola layanan, maupun 
manajemen layanan (help desk)

● Terdapat notulensi hasil reviu yang berisi konten isu dan 
rekomendasi tindak lanjut pengembangan layanan SPBE yang 
masih berlaku (<2 tahun)

● Dokumentasi layanan kepegawaian yang telah terkonsolidasi 
dalam portal pelayanan administrasi pemerintahan IPPD.

INDIKATOR 36 
Layanan Kepegawaian 

(2/2)



LAYANAN KEPEGAWAIAN NASIONAL



Data ASN
● Data Utama ASN data utama Pegawai ASN;
● Data Riwayat

– data riwayat golongan;
– data riwayat pendidikan;
– data riwayat penyesuaian masa kerja;
– data riwayat pindah instansi;
– data riwayat profesi;
– data riwayat kedudukan hukum;
– data riwayat cuti diluar tanggungan negara;
– data riwayat jabatan;
– data riwayat pelatihan;
– data riwayat angka kredit;
– data riwayat hukuman disiplin;
– data riwayat calon PNS/PNS;
– data riwayat sistem kinerja pegawai;
– data riwayat orangtua;
– data riwayat pasangan;
– data riwayat anak;
– data riwayat penghargaan;
– data riwayat organisasi;
– data riwayat kinerja;
– data riwayat laporan hasil kekayaan;
– data riwayat pendapatan;
– data riwayat kompetensi dan potensi;
– data riwayat tugas belajar; dan
– data riwayat pemberhentian.

PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA REPUBLIK 
INDONESIA

NOMOR 7 TAHUN 2023
TENTANG

SISTEM INFORMASI APARATUR SIPIL NEGARA

MyASN

Data Profile di SIASN



INDIKATOR 37
Layanan Kearsipan Dinamis

37



LAYANAN KEARSIPAN DINAMIS

“Kearsipan adalah serangkaian proses untuk menghasilkan pengelolaan kearsipan yang efektif, 
efisien, dan akuntabel. Layanan Kearsipan Dinamis Berbasis Elektronik adalah keluaran yang 

dihasilkan oleh 1 atau lebih aplikasi yang memberikan nilai manfaat dalam Pengelolaan Kearsipan 
Dinamis IPPD.”

● Memberikan nilai manfaat dalam Pengelolaan Kearsipan Dinamis IPPD
● Meningkatkan optimalisasi, transparansi, dan akuntabilitas melalui keterpaduan antar layanan SPBE 

untuk efisiensi penyelenggaraan administrasi pemerintahan dan penyelenggaraan kearsipan yang 
terpadu

TUJUAN/MANFAAT



Indikator 37: Layanan Kearsipan Dinamis

Ruang 
Lingkup

● Arsip terbagi menjadi:
○ Arsip dinamis yang merupakan dokumen/naskah dinas yang masih digunakan
○ Arsip statis yang merupakan dokumen/naskah dinas yang telah melewati masa 

retensinya
- Layanan Kearsipan Dinamis berbasis elektronik telah diterapkan secara menyeluruh pada unit 

kerja / perangkat daerah dan didokumentasikan berdasarkan kapabilitas fungsi teknis serta 
optimalisasi penguatan kebijakan layanan, perbaikan tata kelola layanan, dan penerapan 
manajemen dari layanan

- Dokumentasi pemanfaatan sistem aplikasi
- Penjelasan mengenai pemanfaatan sistem aplikasi (direkam dalam bentuk vidio 

penjelasan, atau tangkapan layar yang dinarasikan sesuai dengan tingkat kematangan 
yang diklaim)

- Manual Book (jika ada, untuk panduan penggunaan aplikasi)
- Evaluasi/reviu berisi konten isu/permasalahan dan rekomendasi perbaikan yang aktual
- Bukti optimalisasi

● IPPD dalam melaksanakan Layanan Kearsipan Dinamis, wajib menggunakan SRIKANDI 
yang telah ditetapkan sebagai Aplikasi Umum



REFERENSI LAYANAN KEARSIPAN DINAMIS

● Perpres No. 95/2018 - SPBE
● PermenPANRB No.59 Tahun 2020 - Pemantauan dan Evaluasi SPBE
● KepmenPANRB No. 679/2020 Aplikasi Umum Bidang Kearsipan Dinamis
● Pedoman Menteri PANRB Nomor 6 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi 

SPBE 



INDIKATOR 37 
Layanan Kearsipan Dinamis

(1/2)

Level 1
IPPD sudah memiliki Layanan 
Kearsipan  Berbasis Elektronik 
yang menyediakan layanan 
diseminasi informasi yang 
bersifat satu arah kepada 
pengguna layanan seperti 
informasi laporan atau statistik 
arsip

Kriteria Bukti Dukung: 
● Dokumentasi yang 

menggambarkan adanya 
informasi Kearsipan  pada 
IPPD yang ditayangkan oleh 
sistem aplikasi

Level 2
IPPD sudah memiliki Layanan 
Kearsipan Berbasis Elektronik 
yang menyediakan layanan 
interaksi seperti mencari 
informasi dan, mengunggah 
dan mengunduh e-dokumen 
terkait pengelolaan arsip 
seperti naskah dinas

Kriteria Bukti Dukung: 
● Terdapat dokumentasi yang 

menggambarkan adanya 
fungsi yang disajikan oleh 
sistem aplikasi untuk 
berinteraksi dengan 
pengguna, seperti ada fitur 
pencarian, upload 
dan/atau download  
dokumen terkait kearsipan

Level 3

IPPD sudah memiliki Layanan Kearsipan Dinamis 
Berbasis Elektronik yang menyediakan layanan 
transaksi dimana pengguna dapat mengunduh 
dan mengunggah informasi pengelolaan 
kearsipan dinamis kegiatan dan sistem dapat 
merespon kepada pengguna, seperti mekanisme 
persetujuan atau validasi surat masuk dan surat 
keluar dalam alur tata naskah dinas.

Kriteria Bukti Dukung: 
Dokumentasi adanya fungsi untuk bertransaksi, 
selain adanya upload dan/atau download, sistem 
aplikasi juga memiliki fungsi transaksi data, 
validasi data, kemajuan status approval data, 
dan/atau analitik data baik antar pengguna 
maupun automasi

Level 4-5



Level 4
IPPD sudah memiliki layanan Kearsipan Dinamis Berbasis 
Elektronik yang dapat berkolaborasi dengan layanan SPBE lainya, 
seperti perencanaan, penganggaran dan/atau dengan layanan 
kearsipan dinamis IPPD lainnya

Kriteria Bukti Dukung: 
● Adanya fungsi oleh sistem aplikasi yang merupakan hasil 

integrasi layanan/middleware/ basis data seperti ditunjukan 
pada Arsitektur aplikasinya, pengelolaan repositori API, dan 
dokumentasi integrasi layanan SPBE lainnya

Level 5
IPPD sudah dapat memiliki Layanan Kearsipan Dinamis Berbasis 
Elektronik yang dapat ditingkatkan/ dikembangkan menyesuaikan 
terhadap perubahan lingkungan, teknologi dan kebutuhan Instansi. 
Optimalisasi dapat dilakukan melalui penyempurnaan kapabilitas fungsi 
layanan, penguatan kebijakan layanan, perbaikan tata kelola layanan, 
penerapan manajemen dari layanan (help desk), dan/atau telah 
memiliki layanan kearsipan dinamis yang terkonsolidasi dalam satu 
portal pelayanan admnisitrasi pemerintahan IPPD.

Kriteria Bukti Dukung: 
● Dokumentasi menggambarkan adanya fungsi yang disajikan telah 

ditingkatkan/dikembangkan layanannya sesuai hasil reviu  (before-
after) 

● Dokumentasi tindak lanjut/pengembangan juga dapat berupa 
optimalisasi kebijakan layanan, tata kelola layanan, maupun 
manajemen layanan (help desk)

● Terdapat notulensi hasil reviu yang berisi konten isu dan 
rekomendasi tindak lanjut pengembangan layanan SPBE yang masih 
berlaku (<2 tahun)

● Dokumentasi layanan kearsipan dinamis yang telah terkonsolidasi 
dalam portal pelayanan administrasi pemerintahan IPPD.

INDIKATOR 37 
Layanan Kearsipan Dinamis 

(2/2)



INDIKATOR 38
Layanan Pengelolaan Barang 

Milik Negara/Daerah

38



LAYANAN PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA/DAERAH

“Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (BMN/BMD) adalah serangkaian proses untuk menghasilkan 
pengelolaan BMN yang efektif, efisien, dan akuntabel. Layanan Pengelolaan BMN/BMD Berbasis Elektronik 

adalah keluaran yang dihasilkan oleh 1 atau lebih aplikasi yang memberikan nilai manfaat dalam Pengelolaan 
BMN Instansi Pusat dan BMD Pemerintah Daerah.”

● Memberikan nilai manfaat dalam Pengelolaan BMN Instansi Pusat dan BMD Pemerintah Daerah
● Meningkatkan optimalisasi, transparansi, dan akuntabilitas melalui keterpaduan antar layanan SPBE

TUJUAN/MANFAAT



Indikator 38: Layanan Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

Ruang 
Lingkup

- Layanan Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah berbasis elektronik telah 
diterapkan secara menyeluruh pada unit kerja / perangkat daerah dan 
didokumentasikan berdasarkan kapabilitas fungsi teknis serta optimalisasi 
penguatan kebijakan layanan, perbaikan tata kelola layanan, dan penerapan 
manajemen dari layanan 

- Dokumentasi pemanfaatan sistem aplikasi
- Penjelasan mengenai pemanfaatan sistem aplikasi (direkam dalam bentuk 

vidio penjelasan, atau tangkapan layar yang dinarasikan sesuai dengan tingkat 
kematangan yang diklaim)

- Manual Book (jika ada, untuk panduan penggunaan aplikasi)
- Evaluasi/reviu berisi konten isu/permasalahan dan rekomendasi perbaikan 

yang aktual
- Bukti optimalisasi



REFERENSI LAYANAN PENGELOLAAN BARANG MILIK 
NEGARA/DAERAH

● Perpres No. 95/2018 - SPBE
● PermenPANRB No.59 Tahun 2020 - Pemantauan dan Evaluasi SPBE
● Pedoman Menteri PANRB Nomor 6 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi 

SPBE 



INDIKATOR 38 
LAYANAN PENGELOLAAN BMN/BMD

(1/2)

Level 1
IPPD sudah memiliki Layanan 
Pengelolaan BMN/BMD 
Berbasis Elektronik yang 
menyediakan layanan 
diseminasi informasi yang 
bersifat satu arah kepada 
pengguna layanan seperti 
informasi laporan atau statistik 
Pengelolaan BMN/BMD

Kriteria Bukti Dukung: 
● Dokumentasi yang 

menggambarkan adanya 
informasi barang milik 
Negara/Daerah pada IPPD 
yang ditayangkan oleh 
sistem aplikasi

Level 2
IPPD sudah memiliki Layanan 
Pengelolaan BMN/BMD 
Berbasis Elektronik yang 
menyediakan layanan interaksi 
seperti mencari informasi dan, 
mengunggah dan mengunduh 
e-dokumen terkait 
Pengelolaan BMN/BMD 
seperti daftar inventarisasi 
ruangan

Kriteria Bukti Dukung: 
● Terdapat dokumentasi yang 

menggambarkan adanya 
fungsi yang disajikan oleh 
sistem aplikasi untuk 
berinteraksi dengan 
pengguna, seperti ada fitur 
pencarian, upload 
dan/atau download  
dokumen inventarisasi 
BMN/BMD

Level 3

IPPD sudah memiliki Layanan Pengelolaan 
BMN/BMD Berbasis Elektronik yang 
menyediakan layanan transaksi dimana 
pengguna dapat mengunduh dan mengunggah 
informasi pengelolaan BMN/BMD dan sistem 
dapat merespon kepada pengguna, seperti 
mekanisme persetujuan atau validasi 
penghapusan BMN/BMD.

Kriteria Bukti Dukung: 
Dokumentasi adanya fungsi untuk bertransaksi, 
selain adanya upload dan/atau download, sistem 
aplikasi juga memiliki fungsi transaksi data, 
validasi data, kemajuan status approval data, 
dan/atau analitik data baik antar pengguna 
maupun automasi

Level 4-5



Level 4
IPPD sudah memiliki layanan Pengelolaan BMN/BMD Berbasis 
Elektronik yang dapat berkolaborasi dengan layanan SPBE lainya, 
seperti perencanaan, penganggaran dan/atau dengan layanan 
Pengelolaan BMN Instansi Pusat/BMD Pemerintah Daerah 
lainnya 

Kriteria Bukti Dukung: 
● Adanya fungsi oleh sistem aplikasi yang merupakan hasil 

integrasi layanan/middleware/ basis data seperti ditunjukan 
pada Arsitektur aplikasinya, pengelolaan repositori API, dan 
dokumentasi integrasi layanan SPBE lainnya

Level 5
IPPD sudah dapat memiliki Layanan Pengelolaan BMN/BMD Berbasis 
Elektronik yang dapat ditingkatkan/ dikembangkan menyesuaikan 
terhadap perubahan lingkungan, teknologi dan kebutuhan Instansi. 
Optimalisasi dapat dilakukan melalui penyempurnaan kapabilitas fungsi 
layanan, penguatan kebijakan layanan, perbaikan tata kelola layanan, 
penerapan manajemen dari layanan (help desk), dan/atau telah memiliki 
layanan pengelolaan BMN/BMD yang terkonsolidasi dalam satu portal 
pelayanan admnisitrasi pemerintahan IPPD.

Kriteria Bukti Dukung: 
● Dokumentasi menggambarkan adanya fungsi yang disajikan telah 

ditingkatkan/dikembangkan layanannya sesuai hasil reviu  (before-
after) 

● Dokumentasi tindak lanjut/pengembangan juga dapat berupa 
optimalisasi kebijakan layanan, tata kelola layanan, maupun 
manajemen layanan (help desk)

● Terdapat notulensi hasil reviu yang berisi konten isu dan rekomendasi 
tindak lanjut pengembangan layanan SPBE yang masih berlaku (<2 
tahun)

● Dokumentasi layanan pengelolaan BMN/BMD yang telah 
terkonsolidasi dalam portal pelayanan administrasi pemerintahan 
IPPD.

INDIKATOR 38 
LAYANAN PENGELOLAAN BMN/BMD

(2/2)



INDIKATOR 39
Layanan Pengawasan Internal

39



LAYANAN PENGAWASAN INTERNAL

“Pengawasan internal adalah serangkaian proses untuk menghasilkan pengelolaan pengawasan 
internal yang efektif, efisien dan akuntabel. Layanan Pengawasan Internal Berbasis Elektronik adalah 

keluaran yang dihasilkan oleh 1 atau lebih aplikasi yang memberikan nilai manfaat dalam 
pengelolaan Pengawasan Internal di IPPD.”

● Memberikan nilai manfaat dalam pengelolaan Pengawasan Internal di IPPD
● Meningkatkan optimalisasi, transparansi, dan akuntabilitas melalui keterpaduan antar layanan SPBE

TUJUAN/MANFAAT



Indikator 39: Layanan Pengawasan Internal

Ruang 
Lingkup

- Layanan Pengawasan Internal berbasis elektronik telah diterapkan secara 
menyeluruh pada unit kerja / perangkat daerah dan didokumentasikan berdasarkan 
kapabilitas fungsi teknis serta optimalisasi penguatan kebijakan layanan, 
perbaikan tata kelola layanan, dan penerapan manajemen dari layanan 

- Dokumentasi pemanfaatan sistem aplikasi
- Penjelasan mengenai pemanfaatan sistem aplikasi (direkam dalam bentuk 

vidio penjelasan, atau tangkapan layar yang dinarasikan sesuai dengan tingkat 
kematangan yang diklaim)

- Manual Book (jika ada, untuk panduan penggunaan aplikasi)
- Evaluasi/reviu berisi konten isu/permasalahan dan rekomendasi perbaikan 

yang aktual
- Bukti optimalisasi



REFERENSI LAYANAN PENGAWASAN INTERNAL

● Perpres No. 95/2018 - SPBE
● PermenPANRB No.59 Tahun 2020 - Pemantauan dan Evaluasi SPBE
● Pedoman Menteri PANRB Nomor 6 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi 

SPBE 



INDIKATOR 39 
Layanan Pengawasan Internal

(1/2)

Level 1
IPPD sudah memiliki Layanan 
Pengawasan Internal Berbasis 
Elektronik yang menyediakan 
layanan diseminasi informasi 
yang bersifat satu arah kepada 
pengguna layanan seperti 
informasi laporan atau statistik 
Pengawasan Internal

Kriteria Bukti Dukung: 
● Dokumentasi yang 

menggambarkan adanya 
informasi pengawasan 
internal pada IPPD yang 
ditayangkan oleh sistem 
aplikasi

Level 2
IPPD sudah memiliki Layanan 
Pengawasan Internal Berbasis 
Elektronik yang menyediakan 
layanan interaksi seperti 
mencari informasi dan, 
mengunggah dan mungunduh 
e-dokumen terkait 
pengelolaan pengawasan 
seperti dokumen hasil 
pengawasan internal

Kriteria Bukti Dukung: 
● Terdapat dokumentasi yang 

menggambarkan adanya 
fungsi yang disajikan oleh 
sistem aplikasi untuk 
berinteraksi dengan 
pengguna, seperti ada fitur 
pencarian, upload 
dan/atau download  
dokumen pengawasan 
internal

Level 3

IPPD sudah memiliki Layanan Pengawasan 
Internal Berbasis Elektronik yang menyediakan 
layanan transaksi dimana pengguna dapat 
mengunduh dan mengunggah informasi 
pengawasan internal dan sistem dapat 
merespon kepada pengguna, seperti mekanisme 
persetujuan atau validasi pengawasan internal

Kriteria Bukti Dukung: 
Dokumentasi adanya fungsi untuk bertransaksi, 
selain adanya upload dan/atau download, sistem 
aplikasi juga memiliki fungsi transaksi data, 
validasi data, kemajuan status approval data, 
dan/atau analitik data baik antar pengguna 
maupun automasi

Level 4-5

Gratifikasi 
Online



Level 4
IPPD sudah memiliki layanan Pengawasan Internal Berbasis 
Elektronik yang dapat berkolaborasi dengan layanan SPBE lainya, 
seperti keuangan, kepegawaian, perencanaan dan/atau layanan 
pengawasan internal IPPD lainnya.

Kriteria Bukti Dukung: 
● Adanya fungsi oleh sistem aplikasi yang merupakan hasil 

integrasi layanan/middleware/ basis data seperti ditunjukan 
pada Arsitektur aplikasinya, pengelolaan repositori API, dan 
dokumentasi integrasi layanan SPBE lainnya

Level 5
IPPD sudah dapat memiliki Layanan Pengawasan Internal Berbasis 
Elektronik yang dapat ditingkatkan/ dikembangkan menyesuaikan 
terhadap perubahan lingkungan, teknologi dan kebutuhan Instansi. 
Optimalisasi dapat dilakukan melalui penyempurnaan kapabilitas fungsi 
layanan, penguatan kebijakan layanan, perbaikan tata kelola layanan, 
penerapan manajemen dari layanan (help desk), dan/atau telah memiliki 
layanan pengawasan internal yang terkonsolidasi dalam satu portal 
pelayanan admnisitrasi pemerintahan IPPD.

Kriteria Bukti Dukung: 
● Dokumentasi menggambarkan adanya fungsi yang disajikan telah 

ditingkatkan/dikembangkan layanannya sesuai hasil reviu  (before-
after) 

● Dokumentasi tindak lanjut/pengembangan juga dapat berupa 
optimalisasi kebijakan layanan, tata kelola layanan, maupun 
manajemen layanan (help desk)

● Terdapat notulensi hasil reviu yang berisi konten isu dan 
rekomendasi tindak lanjut pengembangan layanan SPBE yang masih 
berlaku (<2 tahun)

● Dokumentasi layanan pengawasan internal yang telah terkonsolidasi 
dalam portal pelayanan administrasi pemerintahan IPPD.

INDIKATOR 39 
Layanan Pengawasan Internal

(1/2)



INDIKATOR 40
Layanan Akuntabilitas 

Kinerja Organisasi

40



LAYANAN AKUNTABILITAS KINERJA ORGANISASI

“Akuntabilitas Kinerja IPPD adalah serangkaian proses untuk menghasilkan pengelolaan Akuntabilitas 
Kinerja IPPD yang efektif, efisien dan akuntabel. Layanan Akuntabilitas Kinerja IPPD Berbasis Elektronik 

adalah keluaran yang dihasilkan oleh 1 atau lebih aplikasi yang memberikan nilai manfaat dalam 
pengelolaan Akuntabilitas Kinerja di IPPD ”

● Memberikan nilai manfaat dalam pengelolaan Akuntabilitas Kinerja di IPPD
● Meningkatkan optimalisasi, transparansi, dan akuntabilitas melalui keterpaduan antar layanan SPBE

TUJUAN/MANFAAT



Indikator 40: Layanan Akuntabilitas Kinerja Organisasi

Ruang 
Lingkup

- Layanan Akuntabilitas Kinerja Organisasi berbasis elektronik telah diterapkan 
secara menyeluruh pada unit kerja / perangkat daerah didokumentasikan 
berdasarkan kapabilitas fungsi teknis serta optimalisasi penguatan kebijakan 
layanan, perbaikan tata kelola layanan, dan penerapan manajemen dari layanan 

- Dokumentasi pemanfaatan sistem aplikasi
- Penjelasan mengenai pemanfaatan sistem aplikasi (direkam dalam bentuk 

vidio penjelasan, atau tangkapan layar yang dinarasikan sesuai dengan tingkat 
kematangan yang diklaim)

- Manual Book (jika ada, untuk panduan penggunaan aplikasi)
- Evaluasi/reviu berisi konten isu/permasalahan dan rekomendasi perbaikan 

yang aktual
- Bukti optimalisasi



REFERENSI LAYANAN AKUNTABILITAS KINERJA ORGANISASI

● Perpres No. 95/2018 - SPBE
● PermenPANRB No.59 Tahun 2020 - Pemantauan dan Evaluasi SPBE
● Pedoman Menteri PANRB Nomor 6 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi 

SPBE 



INDIKATOR 40 
Layanan Akuntabilitas Kinerja Organisasi

(1/2)

Level 1
IPPD sudah memiliki Layanan 
Akuntabilitas Kinerja Organisasi 
Berbasis Elektronik yang 
menyediakan layanan 
diseminasi informasi yang 
bersifat satu arah kepada 
pengguna layanan seperti 
informasi laporan atau statistik 
pengawasan internal

Kriteria Bukti Dukung: 
● Dokumentasi yang 

menggambarkan adanya 
informasi Akuntabilitas 
Kinerja pada IPPD yang 
ditayangkan oleh sistem 
aplikasi

Level 2
IPPD sudah memiliki Layanan 
Akuntabilitas Kinerja 
Organisasi Berbasis Elektronik 
yang menyediakan layanan 
transaksi seperti mencari 
informasi dan, mengunggah 
dan mengunduh informasi 
akuntabilitas kinerja

Kriteria Bukti Dukung: 
● Terdapat dokumentasi yang 

menggambarkan adanya 
fungsi yang disajikan oleh 
sistem aplikasi untuk 
berinteraksi dengan 
pengguna, seperti ada fitur 
pencarian, upload 
dan/atau download 
pelaporan pada Layanan 
Akuntabilitas Kinerja 
Organisasi

Level 3

IPPD sudah memiliki Layanan Akuntabilitas 
Kinerja Berbasis Elektronik yang menyediakan 
layanan transaksi dimana pengguna dapat 
mengunduh dan mengunggah informasi 
akuntabilitas kinerja dan sistem dapat merespon 
kepada pengguna, seperti mekanisme 
persetujuan atau validasi laporan akuntabilitas 
kinerja.

Kriteria Bukti Dukung: 
Dokumentasi adanya fungsi untuk bertransaksi, 
selain adanya upload dan/atau download, sistem 
aplikasi juga memiliki fungsi transaksi data, 
validasi data, kemajuan status approval data, 
dan/atau analitik data baik antar pengguna 
maupun automasi

Level 4-5



Level 4
IPPD sudah memiliki layanan Akuntabilitas Kinerja Berbasis 
Elektronik yang dapat berkolaborasi dengan layanan SPBE lainya, 
seperti perencanaan, penganggaran dan/atau dengan layanan 
Akuntabilitas Kinerja IPPD lainnya

Kriteria Bukti Dukung: 
● Adanya fungsi oleh sistem aplikasi yang merupakan hasil 

integrasi layanan/middleware/ basis data seperti ditunjukan 
pada Arsitektur aplikasinya, pengelolaan repositori API, dan 
dokumentasi integrasi layanan SPBE lainnya

Level 5
IPPD sudah dapat memiliki Layanan Akuntabilitas Kinerja Berbasis 
Elektronik yang dapat ditingkatkan/ dikembangkan menyesuaikan 
terhadap perubahan lingkungan, teknologi dan kebutuhan Instansi. 
Optimalisasi dapat dilakukan melalui penyempurnaan kapabilitas fungsi 
layanan, penguatan kebijakan layanan, perbaikan tata kelola layanan, 
penerapan manajemen dari layanan (help desk), dan/atau telah 
memiliki layanan akuntabilitas kinerja yang terkonsolidasi dalam satu 
portal pelayanan admnisitrasi pemerintahan IPPD.

Kriteria Bukti Dukung: 
● Dokumentasi menggambarkan adanya fungsi yang disajikan telah 

ditingkatkan/dikembangkan layanannya sesuai hasil reviu  (before-
after) 

● Dokumentasi tindak lanjut/pengembangan juga dapat berupa 
optimalisasi kebijakan layanan, tata kelola layanan, maupun 
manajemen layanan (help desk)

● Terdapat notulensi hasil reviu yang berisi konten isu dan 
rekomendasi tindak lanjut pengembangan layanan SPBE yang 
masih berlaku (<2 tahun)

● Dokumentasi layanan akuntabilitas kinerja yang telah terkonsolidasi 
dalam portal pelayanan administrasi pemerintahan IPPD.

INDIKATOR 40 
Layanan Akuntabilitas Kinerja Organisasi

(2/2)



INDIKATOR 41
Layanan Kinerja Pegawai 

41



LAYANAN AKUNTABILITAS KINERJA PEGAWAI

“Kinerja Pegawai adalah serangkaian proses untuk menghasilkan pengelolaan kinerja pegawai IPPD yang efektif, 
efisien dan akuntabel. Layanan Kinerja Pegawai IPPD berbasis Elektronik merupakan keluaran yang dihasilkan 1 

atau lebih aplikasi yang memberikan nilai manfaat dalam pengelolaan kinerja pegawai di IPPD”

● Memberikan nilai manfaat dalam pengelolaan kinerja pegawai di IPPD
● Meningkatkan optimalisasi, transparansi, dan akuntabilitas melalui keterpaduan antar layanan SPBE

TUJUAN/MANFAAT



Indikator 41: Layanan Kinerja Pegawai 

Ruang 
Lingkup

- Layanan Kinerja Pegawai berbasis elektronik telah diterapkan secara menyeluruh 
pada unit kerja / perangkat daerah dan didokumentasikan berdasarkan kapabilitas 
fungsi teknis serta optimalisasi penguatan kebijakan layanan, perbaikan tata 
kelola layanan, dan penerapan manajemen dari layanan 

- Dokumentasi pemanfaatan sistem aplikasi
- Penjelasan mengenai pemanfaatan sistem aplikasi (direkam dalam bentuk 

vidio penjelasan, atau tangkapan layar yang dinarasikan sesuai dengan tingkat 
kematangan yang diklaim)

- Manual Book (jika ada, untuk panduan penggunaan aplikasi)
- Evaluasi/reviu berisi konten isu/permasalahan dan rekomendasi perbaikan 

yang aktual
- Bukti optimalisasi



REFERENSI LAYANAN KINERJA PEGAWAI 

● Perpres No. 95/2018 - SPBE
● PermenPANRB No.59 Tahun 2020 - Pemantauan dan Evaluasi SPBE
● Pedoman Menteri PANRB Nomor 6 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi 

SPBE 



INDIKATOR 41 
Layanan Kinerja Pegawai

(1/2)

Level 1
IPPD sudah memiliki Layanan 
Kinerja Pegawai Berbasis 
Elektronik yang menyediakan 
layanan diseminasi informasi 
yang bersifat satu arah kepada 
pengguna layanan seperti 
informasi laporan atau penilaian 
kinerja pegawai

Kriteria Bukti Dukung: 
● Dokumentasi yang 

menggambarkan adanya 
informasi kinerja pegawai 
pada IPPD yang ditayangkan 
oleh sistem aplikasi

Level 2
IPPD sudah memiliki Layanan 
Kinerja Pegawai Berbasis 
Elektronik yang menyediakan 
layanan interaksi seperti 
mencari informasi dan 
mengunduh e-dokumen 
terkait kinerja pegawai seperti 
daftar penilaian kinerja 
pegawai

Kriteria Bukti Dukung: 
● Terdapat dokumentasi yang 

menggambarkan adanya 
fungsi yang disajikan oleh 
sistem aplikasi untuk 
berinteraksi dengan 
pengguna, seperti ada fitur 
pencarian, upload 
dan/atau download 
pelaporan pada Layanan 
Kinerja Pegawai

Level 3

IPPD sudah memiliki Layanan Kinerja Pegawai 
Berbasis Elektronik yang menyediakan layanan 
transaksi dimana pengguna dapat mengunduh 
dan mengunggah informasi kinerja pegawai dan 
sistem dapat merespon kepada pengguna, 
seperti mekanisme persetujuan atau validasi 
hasil kinerja pegawai

Kriteria Bukti Dukung: 
Dokumentasi adanya fungsi untuk bertransaksi, 
selain adanya upload dan/atau download, sistem 
aplikasi juga memiliki fungsi transaksi data, 
validasi data, kemajuan status approval data, 
dan/atau analitik data baik antar pengguna 
maupun automasi

Level 4-5



Level 4
IPPD sudah memiliki layanan Kinerja Pegawai Berbasis Elektronik 
yang dapat berkolaborasi dengan layanan SPBE lainya, seperti 
perencanaan, penganggaran dan/atau dengan layanan Kinerja 
pegawai IPPD lainnya

Kriteria Bukti Dukung: 
● Adanya fungsi oleh sistem aplikasi yang merupakan hasil 

integrasi layanan/middleware/ basis data seperti ditunjukan 
pada Arsitektur aplikasinya, pengelolaan repositori API, dan 
dokumentasi integrasi layanan SPBE lainnya

Level 5

IPPD sudah dapat memiliki Layanan Kinerja Pegawai Berbasis 
Elektronik yang dapat ditingkatkan/ dikembangkan menyesuaikan 
terhadap perubahan lingkungan, teknologi dan kebutuhan Instansi. 
Optimalisasi dapat dilakukan melalui penyempurnaan kapabilitas 
fungsi layanan, penguatan kebijakan layanan, perbaikan tata kelola 
layanan, penerapan manajemen dari layanan (help desk), dan/atau 
telah memiliki layanan kinerja pegawai yang terkonsolidasi dalam 
satu portal pelayanan admnisitrasi pemerintahan IPPD.

Kriteria Bukti Dukung: 
● Dokumentasi menggambarkan adanya fungsi yang disajikan telah 

ditingkatkan/dikembangkan layanannya sesuai hasil reviu  
(before-after) 

● Dokumentasi tindak lanjut/pengembangan juga dapat berupa 
optimalisasi kebijakan layanan, tata kelola layanan, maupun 
manajemen layanan (help desk)

● Terdapat notulensi hasil reviu yang berisi konten isu dan 
rekomendasi tindak lanjut pengembangan layanan SPBE yang 
masih berlaku (<2 tahun)

● Dokumentasi layanan kinerja pegawai yang telah terkonsolidasi 
dalam portal pelayanan administrasi pemerintahan IPPD.

INDIKATOR 41 
Layanan Kinerja Pegawai

(2/2)



INDIKATOR 42
Layanan Pengaduan 

Pelayanan Publik

42



LAYANAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK

“Pengaduan Pelayanan Publik adalah serangkaian proses untuk menghasilkan pengelolaan 
pengaduan pelayanan publik IPPD yang efektif, efisien dan akuntabel.”

● Menghasilkan pengelolaan pengaduan pelayanan publik IPPD yang efektif, efisien dan akuntabel
● Meningkatkan optimalisasi, transparansi, dan akuntabilitas melalui keterpaduan antar layanan SPBE 

untuk kecepatan, transparansi, dan akuntabilitas pelayanan publik

TUJUAN/MANFAAT



Indikator 42: Layanan Pengaduan Pelayanan Publik

Ruang 
Lingkup

- Layanan Pengaduan Pelayanan Publik berbasis elektronik telah diterapkan secara 
menyeluruh pada unit kerja / perangkat daerah dan didokumentasikan berdasarkan 
kapabilitas fungsi teknis serta optimalisasi penguatan kebijakan layanan, 
perbaikan tata kelola layanan, dan penerapan manajemen dari layanan 

- Dokumentasi pemanfaatan sistem aplikasi
- Penjelasan mengenai pemanfaatan sistem aplikasi (direkam dalam bentuk 

vidio penjelasan, atau tangkapan layar yang dinarasikan sesuai dengan tingkat 
kematangan yang diklaim)

- Manual Book (jika ada, untuk panduan penggunaan aplikasi)
- Evaluasi/reviu berisi konten isu/permasalahan dan rekomendasi perbaikan 

yang aktual
- Bukti optimalisasi

● Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Layanan Pengaduan 
Pelayanan Publik, wajib menggunakan LAPOR-SP4N yang telah ditetapkan 
sebagai Aplikasi Umum



REFERENSI LAYANAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK

● Perpres No. 95/2018 - SPBE
● PermenPANRB No.59 Tahun 2020 - Pemantauan dan Evaluasi SPBE
● KepmenPANRB No. 680/2020 Aplikasi Umum Bidang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik
● Pedoman Menteri PANRB Nomor 6 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi 

SPBE 



INDIKATOR 42 
Layanan Pengaduan Pelayanan Publik

(1/2)

Level 1
IPPD sudah memiliki Layanan 
Pengaduan Pelayanan Publik 
Berbasis Elektronik yang 
menyediakan layanan 
diseminasi informasi yang 
bersifat satu arah kepada 
pengguna layanan seperti 
informasi laporan atau statistik 
pengaduan pelayanan publik

Kriteria Bukti Dukung: 
● Dokumentasi yang 

menggambarkan adanya 
informasi Pengaduan 
Pelayanan Publik pada 
Instansi Pusat/Pemerintah 
Daerah yang ditayangkan 
oleh sistem aplikasi

Level 2
IPPD sudah memiliki Layanan 
Pengaduan Pelayanan Publik 
Berbasis Elektronik yang 
menyediakan layanan interaksi 
seperti mencari informasi dan 
mengunduh e-dokumen 
terkait pengaduan pelayanan 
publik seperti Daftar 
Pengaduan Pelayanan Publik 

Kriteria Bukti Dukung: 
● Dokumentasi yang 

menggambarkan adanya 
fungsi yang disajikan oleh 
sistem aplikasi untuk 
berinteraksi dengan 
pengguna, seperti ada fitur 
pencarian, upload 
dan/atau download 
pelaporan pada Layanan 
Pengaduan Publik

Level 3

IPPD sudah memiliki Layanan Pengaduan 
Pelayanan Publik Berbasis Elektronik yang 
menyediakan layanan transaksi dimana 
pengguna dapat mengunduh dan mengunggah 
informasi pengaduan pelayanan publik dan 
sistem dapat merespon kepada pengguna, 
seperti mekanisme persetujuan atau validasi 
pengaduan pelayanan publik

Kriteria Bukti Dukung: 
Dokumentasi adanya fungsi untuk bertransaksi, 
selain adanya upload dan/atau download, sistem 
aplikasi juga memiliki fungsi transaksi data, 
validasi data, kemajuan status approval data, 
dan/atau analitik data baik antar pengguna 
maupun automasi

Level 4-5



Level 4
IPPD sudah memiliki layanan Pengaduan Pelayanan Publik 
Berbasis Elektronik yang dapat berkolaborasi dengan layanan 
SPBE lainya, seperti kependudukan, perizinan dan/atau dengan 
layanan Pengaduan Pelayanan Publik IPPD lainnya

Kriteria Bukti Dukung: 
● Adanya fungsi oleh sistem aplikasi yang merupakan hasil 

integrasi layanan/middleware/ basis data seperti ditunjukan 
pada Arsitektur aplikasinya, pengelolaan repositori API, dan 
dokumentasi integrasi layanan SPBE lainnya

Level 5
IPPD sudah dapat memiliki Layanan Pengaduan Pelayanan Publik 
Berbasis Elektronik yang dapat ditingkatkan/ dikembangkan 
menyesuaikan terhadap perubahan lingkungan, teknologi dan 
kebutuhan Instansi. Optimalisasi dapat dilakukan melalui 
penyempurnaan kapabilitas fungsi layanan, penguatan kebijakan 
layanan, perbaikan tata kelola layanan, penerapan manajemen dari 
layanan (help desk), dan/atau telah terhubung dengan Portal Nasional 
Pelayanan Publik, dan/atau memiliki layanan publik yang terkonsolidasi 
dalam satu portal pelayanan publik IPPD.

Kriteria Bukti Dukung: 
● Dokumentasi menggambarkan adanya fungsi yang disajikan telah 

ditingkatkan/dikembangkan layanannya sesuai hasil reviu  (before-
after) 

● Dokumentasi tindak lanjut/pengembangan juga dapat berupa 
optimalisasi kebijakan layanan, tata kelola layanan, maupun 
manajemen layanan (help desk)

● Terdapat notulensi hasil reviu yang berisi konten isu dan 
rekomendasi tindak lanjut pengembangan layanan SPBE yang 
masih berlaku (<2 tahun)

● Dokumentasi layanan terhubung dengan Portal Nasional Pelayanan 
Publik, dan/atau bukti layanan yang telah terkonsolidasi di dalam 
portal pelayanan publik IPPD.

INDIKATOR 42
Layanan Pengaduan Pelayanan Publik

(2/2)



INDIKATOR 43
Layanan Data Terbuka

43



LAYANAN DATA TERBUKA

“Layanan Data Terbuka merupakan konsep berbagi pakai data sesuai dengan ketentuan Satu Data Indonesia. 
Layanan Data Terbuka Berbasis Elektronik yang dimaksud merupakan keluaran yang dihasilkan satu atau lebih 

aplikasi yang memberikan nilai manfaat dalam pengelolaan data Instansi Pusat/Pemerintah Daerah dengan 
memanfaatkan portal Satu Data Indonesia.”

● Menghasilkan pengelolaan data terbuka IPPD yang efektif, efisien dan akuntabel
● Meningkatkan optimalisasi, transparansi, dan akuntabilitas melalui keterpaduan antar layanan SPBE

TUJUAN/MANFAAT



Indikator 43: Layanan Data Terbuka

Ruang 
Lingkup

- Layanan Data Terbuka berbasis elektronik telah diterapkan secara menyeluruh 
pada unit kerja / perangkat daerah dan didokumentasikan berdasarkan kapabilitas 
fungsi teknis serta optimalisasi penguatan kebijakan layanan, perbaikan tata 
kelola layanan, dan penerapan manajemen dari layanan 

- Dokumentasi pemanfaatan sistem aplikasi
- Penjelasan mengenai pemanfaatan sistem aplikasi (direkam dalam bentuk 

vidio penjelasan, atau tangkapan layar yang dinarasikan sesuai dengan tingkat 
kematangan yang diklaim)

- Manual Book (jika ada, untuk panduan penggunaan aplikasi)
- Evaluasi/reviu berisi konten isu/permasalahan dan rekomendasi perbaikan 

yang aktual
- Bukti optimalisasi



REFERENSI LAYANAN DATA TERBUKA

● Perpres No. 95/2018 - SPBE
● PermenPANRB No.59 Tahun 2020 - Pemantauan dan Evaluasi SPBE
● Pedoman Menteri PANRB Nomor 6 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi 

SPBE



INDIKATOR 43 
Layanan Data Terbuka

(1/2)

Level 1
IPPD sudah memiliki Layanan 
Data Terbuka Berbasis 
Elektronik yang menyediakan 
layanan diseminasi informasi 
yang bersifat satu arah kepada 
pengguna layanan seperti 
informasi laporan atau statistik 
penggunaan data terbuka

Kriteria Bukti Dukung: 
● Dokumentasi yang 

menggambarkan adanya 
informasi Data Terbuka pada 
Instansi Pusat/Pemerintah 
Daerah yang ditayangkan 
oleh sistem aplikasi

Level 2
IPPD sudah memiliki Layanan 
Data Terbuka Berbasis 
Elektronik yang menyediakan 
layanan interaksi seperti 
mencari informasi dan 
mengunduh e-dokumen 
terkait data terbuka  seperti 
daftar inventaris data yang 
dibagi pakai

Kriteria Bukti Dukung: 
● Dokumentasi yang 

menggambarkan adanya 
fungsi yang disajikan oleh 
sistem aplikasi untuk 
berinteraksi dengan 
pengguna, seperti ada fitur 
pencarian, upload 
dan/atau download data 
terbuka

Level 3

IPPD sudah memiliki Layanan Data Terbuka 
Berbasis Elektronik yang menyediakan layanan 
transaksi dimana pengguna dapat mengunduh 
dan mengunggah informasi data terbuka dan 
sistem dapat merespon kepada pengguna, 
seperti mekanisme persetujuan atau validasi 
data terbuka

Dokumentasi adanya fungsi untuk bertransaksi, 
selain adanya upload dan/atau download, sistem 
aplikasi juga memiliki fungsi transaksi data, 
validasi data, kemajuan status approval data, 
dan/atau analitik data baik antar pengguna 
maupun automasi

Level 4-5

Kriteria Bukti Dukung:



Level 4
IPPD sudah memiliki Layanan Data Terbuka Berbasis Elektronik 
yang dapat berkolaborasi dengan layanan SPBE lainya, seperti 
kependudukan, perizinan dan/atau dengan Layanan Data 
Terbuka  IPPD lainnya

Kriteria Bukti Dukung: 
● Adanya fungsi oleh sistem aplikasi yang merupakan hasil 

integrasi layanan/middleware/ basis data seperti ditunjukan 
pada Arsitektur aplikasinya, pengelolaan repositori API, dan 
dokumentasi integrasi layanan SPBE lainnya

Level 5
IPPD sudah dapat memiliki Layanan Data Terbuka Berbasis Elektronik 
yang dapat ditingkatkan/ dikembangkan menyesuaikan terhadap 
perubahan lingkungan, teknologi dan kebutuhan Instansi. 
Optimalisasi dapat dilakukan melalui penyempurnaan kapabilitas 
fungsi layanan, penguatan kebijakan layanan, perbaikan tata kelola 
layanan, penerapan manajemen dari layanan (help desk), dan/atau 
telah terhubung dengan Portal Nasional Pelayanan Publik, dan/atau 
memiliki layanan publik yang terkonsolidasi dalam satu portal 
pelayanan publik IPPD.

Kriteria Bukti Dukung: 
● Dokumentasi menggambarkan adanya fungsi yang disajikan telah 

ditingkatkan/dikembangkan layanannya sesuai hasil reviu  
(before-after) 

● Dokumentasi tindak lanjut/pengembangan juga dapat berupa 
optimalisasi kebijakan layanan, tata kelola layanan, maupun 
manajemen layanan (help desk)

● Terdapat notulensi hasil reviu yang berisi konten isu dan 
rekomendasi tindak lanjut pengembangan layanan SPBE yang 
masih berlaku (<2 tahun)

● Dokumentasi layanan terhubung dengan Portal Nasional 
Pelayanan Publik, dan/atau bukti layanan yang telah 
terkonsolidasi di dalam portal pelayanan publik IPPD.

INDIKATOR 43
Layanan Data Terbuka

(2/2)



INDIKATOR 44
Layanan Jaringan 

Dokumentasi dan Informasi 
Hukum (JDIH)

44



LAYANAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN 
INFORMASI HUKUM (JDIH)

“Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum adalah serangkaian proses untuk menghasilkan 
pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum IPPD yang efektif, efisien dan akuntabel.”

● Menghasilkan pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum IPPD yang efektif, efisien dan 
akuntabel

● Meningkatkan optimalisasi, transparansi, dan akuntabilitas melalui keterpaduan antar layanan SPBE

TUJUAN/MANFAAT



Indikator 44: Layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH)

Ruang 
Lingkup

- Layanan Data Terbuka berbasis elektronik telah diterapkan secara menyeluruh 
pada unit kerja / perangkat daerah dan didokumentasikan berdasarkan kapabilitas 
fungsi teknis serta optimalisasi penguatan kebijakan layanan, perbaikan tata 
kelola layanan, dan penerapan manajemen dari layanan 

- Dokumentasi pemanfaatan sistem aplikasi
- Penjelasan mengenai pemanfaatan sistem aplikasi (direkam dalam bentuk 

vidio penjelasan, atau tangkapan layar yang dinarasikan sesuai dengan tingkat 
kematangan yang diklaim)

- Manual Book (jika ada, untuk panduan penggunaan aplikasi)
- Evaluasi/reviu berisi konten isu/permasalahan dan rekomendasi perbaikan 

yang aktual
- Bukti optimalisasi



REFERENSI LAYANAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN 
INFORMASI HUKUM (JDIH)

● Perpres No. 95/2018 - SPBE
● PermenPANRB No.59 Tahun 2020 - Pemantauan dan Evaluasi SPBE
● Pedoman Menteri PANRB Nomor 6 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi 

SPBE



INDIKATOR 44 
Layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH)

(1/2)

Level 1
IPPD belum atau sudah memiliki 
Layanan JDIH Berbasis 
Elektronik yang menyediakan 
layanan diseminasi informasi 
yang bersifat satu arah kepada 
pengguna layanan seperti 
informasi laporan atau statistik 
dokumentasi dan informasi 
hukum

Kriteria Bukti Dukung: 
● Dokumentasi yang 

menggambarkan adanya 
informasi produk hukum 
pada IPPD yang ditayangkan 
oleh sistem aplikasi

Level 2
IPPD sudah memiliki Layanan JDIH 
Berbasis Elektronik yang menyediakan 
layanan interaksi seperti mencari 
informasi dan mengunduh e-dokumen 
terkait informasi hukum seperti 
dokumen produk hukum IPPD.

Kriteria Bukti Dukung: 
● Dokumentasi yang menggambarkan 

adanya fungsi yang disajikan oleh 
sistem aplikasi untuk berinteraksi 
dengan pengguna, seperti ada fitur 
pencarian, upload dan/atau 
download produk hukum

Level 3

IPPD sudah memiliki Layanan JDIH Berbasis 
Elektronik yang menyediakan layanan transaksi 
dimana pengguna dapat mengunduh dan 
mengunggah informasi pengaduan pelayanan 
publik dan sistem dapat merespon kepada 
pengguna, seperti mekanisme persetujuan atau 
validasi dokumen dan informasi hukum

Kriteria Bukti Dukung: 
Dokumentasi adanya fungsi untuk bertransaksi, 
selain adanya upload dan/atau download, sistem 
aplikasi juga memiliki fungsi transaksi data, 
validasi data, kemajuan status approval data, 
dan/atau analitik data baik antar pengguna 
maupun automasi

Level 4-5



Level 4
IPPD sudah memiliki Layanan JDIH Berbasis Elektronik yang 
dapat berkolaborasi dengan layanan SPBE lainya, seperti 
kearsipan, kepustakaan dan/atau dengan Layanan JDIH IPPD 
lainnya

Kriteria Bukti Dukung: 
● Adanya fungsi oleh sistem aplikasi yang merupakan hasil 

integrasi layanan/middleware/ basis data seperti ditunjukan 
pada Arsitektur aplikasinya, pengelolaan repositori API, dan 
dokumentasi integrasi layanan SPBE lainnya

Level 5
IPPD sudah dapat memiliki Layanan JDIH Berbasis Elektronik yang 
dapat ditingkatkan/ dikembangkan menyesuaikan terhadap 
perubahan lingkungan, teknologi dan kebutuhan Instansi. 
Optimalisasi dapat dilakukan melalui penyempurnaan kapabilitas 
fungsi layanan, penguatan kebijakan layanan, perbaikan tata kelola 
layanan, penerapan manajemen dari layanan (help desk), dan/atau 
telah terhubung dengan Portal Nasional Pelayanan Publik, dan/atau 
memiliki layanan publik yang terkonsolidasi dalam satu portal 
pelayanan publik IPPD.

Kriteria Bukti Dukung: 
● Dokumentasi menggambarkan adanya fungsi yang disajikan telah 

ditingkatkan/dikembangkan layanannya sesuai hasil reviu  
(before-after) 

● Dokumentasi tindak lanjut/pengembangan juga dapat berupa 
optimalisasi kebijakan layanan, tata kelola layanan, maupun 
manajemen layanan (help desk)

● Terdapat notulensi hasil reviu yang berisi konten isu dan 
rekomendasi tindak lanjut pengembangan layanan SPBE yang 
masih berlaku (<2 tahun)

● Dokumentasi layanan terhubung dengan Portal Nasional 
Pelayanan Publik, dan/atau bukti layanan yang telah 
terkonsolidasi di dalam portal pelayanan publik IPPD.

INDIKATOR 44 
Layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH)

(2/2)



INDIKATOR
Layanan Publik Sektoral 1 – Sektoral 3

45-47



LAYANAN PUBLIK SEKTORAL 1,2 & 3

“Layanan Publik Sektor adalah serangkaian proses untuk menghasilkan pengelolaan tugas dan 
fungsi sektoral IPPD yang efektif, efisien dan akuntabel.”

● Menghasilkan pengelolaan tugas dan fungsi sektoral IPPD yang efektif, efisien dan akuntabel
● Meningkatkan optimalisasi, transparansi, dan akuntabilitas melalui keterpaduan antar layanan SPBE 

baik G2C maupun G2B
●  

TUJUAN/MANFAAT



Indikator 45,46,47: Layanan Publik Sektoral

Ruang 
Lingkup

● Layanan Publik Sektor yang dimaksud merupakan layanan sektoral selain pada indikator 
32-44 

● Yang dimaksud layanan publik sektoral pada indikator ini adalah berupa layanan 
yang bersifat Government to Citizen (G to C), Government to Business (G to B), 
maupun Governemt to Government (G to G) sesuai dengan tugas pokok dan fungsi 
Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.

- Layanan Publik Sektoral 1 berbasis elektronik telah diterapkan secara menyeluruh pada unit 
kerja / perangkat daerah dan didokumentasikan berdasarkan kapabilitas fungsi teknis serta 
optimalisasi penguatan kebijakan layanan, perbaikan tata kelola layanan, dan penerapan 
manajemen dari layanan 

- Dokumentasi pemanfaatan sistem aplikasi
- Penjelasan mengenai pemanfaatan sistem aplikasi (direkam dalam bentuk vidio 

penjelasan, atau tangkapan layar yang dinarasikan sesuai dengan tingkat kematangan 
yang diklaim)

- Evaluasi/reviu berisi konten isu/permasalahan dan rekomendasi perbaikan yang aktual
- Manual Book (jika ada, untuk panduan penggunaan aplikasi)
- Bukti optimalisasi



REFERENSI LAYANAN PUBLIK SEKTORAL 1,2,3

● Perpres No. 95/2018 - SPBE
● PermenPANRB No.59 Tahun 2020 - Pemantauan dan Evaluasi SPBE
● Pedoman Menteri PANRB Nomor 6 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi 

SPBE



INDIKATOR 45,46,47 
Layanan Publik Sektoral 1,2,3

(1/2)

Level 1
IPPD belum atau sudah memiliki 
Layanan Publik Sektor Berbasis 
Elektronik yang menyediakan 
layanan diseminasi informasi 
yang bersifat satu arah kepada 
pengguna layanan seperti 
informasi laporan atau statistik 
layanan publik sektoral

Kriteria Bukti Dukung: 
● Dokumentasi yang 

menggambarkan adanya 
informasi layanan sektoral 
pada Instansi 
Pusat/Pemerintah Daerah 
yang ditayangkan oleh 
sistem aplikasi

Level 2
IPPD sudah memiliki Layanan Publik 
Sektor Berbasis Elektronik yang 
menyediakan layanan interaksi 
seperti mencari informasi dan 
mengunduh e-dokumen terkait 
layanan publik sektor, seperti 
perizinan, pertanian, dsb.

Kriteria Bukti Dukung: 
● Dokumentasi yang 

menggambarkan adanya fungsi 
yang disajikan oleh sistem aplikasi 
untuk berinteraksi dengan 
pengguna, seperti ada fitur 
pencarian, upload dan/atau 
download. 

Level 3

IPPD sudah memiliki Layanan Publik Sektor 
Berbasis Elektronik yang menyediakan layanan 
transaksi dimana pengguna dapat mengunduh 
dan mengunggah informasi pengaduan 
pelayanan publik dan sistem dapat merespon 
kepada pengguna, seperti mekanisme 
persetujuan atau validasi layanan public sektor.

Kriteria Bukti Dukung: 
Dokumentasi adanya fungsi untuk bertransaksi, 
selain adanya upload dan/atau download, sistem 
aplikasi juga memiliki fungsi transaksi data, 
validasi data, kemajuan status approval data, 
dan/atau analitik data baik antar pengguna 
maupun automasi

Level 4-5



Level 4
IPPD sudah memiliki Layanan Publik Sektor Berbasis Elektronik 
yang dapat berkolaborasi dengan layanan SPBE lainya, seperti 
layanan Kependudukan, Perizinan dan/atau dengan Layanan 
Publik Sektor IPPD lainnya dan/atau telah menerapkan Mal 
Pelayanan Publik (MPP) Digital.

Kriteria Bukti Dukung: 
● Adanya fungsi oleh sistem aplikasi yang merupakan hasil 

integrasi layanan/middleware/ basis data seperti ditunjukan 
pada Arsitektur aplikasinya, pengelolaan repositori API, dan 
dokumentasi integrasi layanan SPBE lainnya

● Dokumentasi penerapan Mal Pelayanan Publik (MPP) Digital

Level 5

IPPD sudah memiliki Layanan Publik Sektor Berbasis Elektronik yang telah 
ditingkatkan/dikembangkan menyesuaikan terhadap perubahan 
lingkungan,teknologi dan kebutuhan instansi dengan melakukan 
optimalisasi melalui penguatan kebijakan layanan, perbaikan tata kelola 
layanan, dan penerapan manajemen dari layanan (help desk) dan/atau 
telah terhubung dengan Portal Nasional Pelayanan Publik, dan/atau 
memiliki layanan publik yang terkonsolidasi dalam satu portal pelayanan 
publik IPPD.

Kriteria Bukti Dukung: 
● Dokumentasi menggambarkan adanya fungsi yang disajikan telah 

ditingkatkan/dikembangkan layanannya sesuai hasil reviu  (before-
after) 

● Dokumentasi tindak lanjut/pengembangan juga dapat berupa 
optimalisasi kebijakan layanan, tata kelola layanan, maupun 
manajemen layanan (help desk)

● Terdapat notulensi hasil reviu yang berisi konten isu dan rekomendasi 
tindak lanjut pengembangan layanan SPBE yang masih berlaku (<2 
tahun)

● Dokumentasi pemanfaatan aplikasi/layanan yang mendukung 
penerapan RB Tematik yaitu Akselarasi Digitalisasi Administrasi 
Pemerintahan, Pengentasan Kemiskinan, Kemudahan Investasi, dan 
Tematik Prioritas Presiden (inflasi, stunting, penggunaan produk 
dalam negeri, dll) dan/atau menerapkan MPP Digital yang telah 
terintegrasi dengan berbagai layanan atau pemanfaatan layanan 
hingga 80% dari pengguna dan/atau layanan telah terhubung dengan 
Portal Nasional Pelayanan Publik, dan/atau bukti layanan yang telah 
terkonsolidasi di dalam portal pelayanan publik IPPD

INDIKATOR 45,46,47 
Layanan Publik Sektoral 1,2,3

(2/2)



BAGAIMANA DENGAN LAYANAN PUBLIK SEBELUMNYA?

 Indikator 45-47, IPPD masih dapat menyampaikan layanan unggulannya selain dari 
layanan RB Tematik, MPP Digital, Portal Nasional, atau satu portal IPPD, sifatnya 
perlu dibuktikan pemanfaatannya secara berjenjang setiap level kematangan.

 Selain ditingkatkan kapasitas teknis, sistem aplikasi telah ditingkatkan/ dikembangkan 
layanannya, dan/atau dengan melakukan optimalisasi melalui penguatan kebijakan 
layanan, perbaikan tata kelola layanan, dan penerapan manajemen dari layanan (help 
desk), dan/atau bukti pemanfaatan layanan berbasis elektronik yang mendukung

 Layanan Publik Sektor yang dimaksud merupakan layanan sektoral selain pada 
indikator 32 – 44.



Do and Don’t Evaluasi Internal dan Penyiapan Data 
Dukung Domain Layanan

Do
1. Membuktikan pemanfaatan, bukan sekedar 

pengadministrasian sesuai tingkat kematangan
2. Berjenjang, dan dinarasikan secara urut sesuai 

dengan pedoman MenpanRB 6, 2023 (Point B.4, 
halaman 184)

3. Persiapkan akses 16 layanan yang masuk 
domain layanan untuk bisa dibuktikan 
pemanfaatannya (menghadapi interview)

4. Memastikan adanya aktivitas untuk 
pemeliharaan dan pengembangan 16 layanan 
yang ada di domain layanan masuk pada Peta 
Rencana SPBE.

5. Merepositorikan bukti dukung, video, narasi, 
dokumentasi, notulensi, undangan pada lokasi 
yang terpusat dan mudah diakses.

6. Memanfaatkan SPLP internal untuk membangun 
integrasi horizontal dan vertical.

Don’t
1. Hanya menyertakan halaman login/home 

aplikasi
2. Menyertakan bukti dukung pemanfaatan 

dengan menggunakan Buku Pedoman 
manual user, tanpa penjelasan klaim tingkat 
kematangan.

3. Menyertakan bukti dukung video yang tidak 
sesuai (tanpa menjelaskan tingkat 
kematangan per level)

4. Klaim tingkat optimum tanpa disertakan bukti 
before and after dan dipointing dengan jelas.

5. Mengesampingkan maturitas system 
informasi (terutama layanan public) dengan 
hanya berorientasi pada outcome layanan 
elektronik.

6. Menyertakan bukti dukung yang tidak 
searchable. 



TERIMA 
KASIH
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